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ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of population, local government age, 
national wealth and availability of transportation infrastructure on the internet 
financial reporting (IFR) of district/city governments in Java in 2014-2017. 
This type of research is quantitative research. The population in this study 
were all distric /city local governments in Java. The sampling technique used in 
this study was purposive sampling method and obtained a sample of 47 local 
governments. Data analysis in this study used logistic regression analysis. 
The results of this study state that the variable number of population and 
age of the local government affect IFR. Whereas, regional wealth variables and 
availability of transportation infrastructure have no effect on IFR. 
Keywords: IFR, population, age of local government, regional wealth, availability 
 of transportation infrastructure. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, 
umur pemerintah daerah, kekayaan daearah dan ketersediaan prasarana 
transportasi terhadap internet financial reporting (IFR) pemerintah daerah 
kabupaten/kota  di Jawa tahun 2014-2017. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian 
ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode purposive 
sampling dan diperoleh sampel sebanyak 47 pemerintah daerah. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk dan 
umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap IFR. Sedangkan, variabel 
kekayaan daerah dan ketersediaan prasarana transportasi tidak berpengaruh 
terhadap IFR. 
Kata kunci: IFR, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, kekayaan daerah, 
ketersediaan prasarana transportasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi bentuk penyajian 
informasi pemerintah daerah  melalui e-Government  (Nosihana dan Yaya, 2016). 
Kebijakan penerapan e-Government tertuang dalam Instruksi Presiden No. 3 tahun 
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government 
yang menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah membangun situs webnya 
dalam upaya memperkenalkan potensi daerah dan meningkatkan pelayanannya 
kepada masyarakat. Tiga prinsip dasar e–Government meliputi transparansi, 
partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas (Putra, dkk., 2018).   
Prinsip e-Government dapat diwujudkan dengan internet financial reporting 
(IFR) (Sukanto, 2011). IFR adalah pelaporan informasi keuangan melalui internet 
yang dilakukan oleh instansi yang disajikan dalam website resmi mereka (Prasetya 
dan Irwandi, 2012). IFR digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan 
pelaksanaan anggaran (Puspita dan Martani, 2012). IFR dapat menjadi sarana 
pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) kepada masyarakat 
luas dan vertikal (vertical accountability) kepada tingkatan yang lebih tinggi 
(Supriyanto dan Aristiani, 2011).  
IFR bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah daerah yang satu dengan 
pemerintah daerah lain, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara 
pemerintah daerah dengan masyarakat, dan antara pemerintah dengan dunia usaha 
(Soepriyanto dan Aristiani, 2011). Melalui IFR pemerintah menjadi lebih 
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transparan, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang 
dapat diakses dengan cepat, efisien, mudah dijangkau dan mudah dipahami (Style 
dan Tennyson, 2007). 
IFR sendiri sebenarnya tidak terstandarisasi, sehingga penerapannya pada 
setiap perusahaan berbeda. Di sektor publik telah ada PP No. 71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permenkeu (PMK) No. 74 tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah terkait item 
informasi keuangan yang wajib dibuat oleh pemda. Paragraf 5 Pasal 12 PMK No. 
74 tahun 2016 tersebut menjelaskan bahwa pemerintah wajib mengelola data 
keuangan untuk disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan.  
Website yang telah dibangun dapat menyampaikan berbagai hal yang menjadi 
kebutuhan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan meningkatnya rasa untuk tahu 
(right to know), publik berharap pemerintah sebagai pihak yang mendapat 
kepercayaan rakyat untuk mengelola negara lebih terbuka dalam memberikan 
informasi (Wiratmo, Irfan, dan Kuwatono, 2017). Satu informasi yang wajib 
disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemda adalah informasi mengenai 
laporan keuangan (Martani, Fitriasari, dan Annisa, 2013). 
Informasi publik yang dimaksud UU No. 14 tahun 2008 adalah informasi 
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang 
terkait dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik yang sesuai 
dengan undang-undang. Menguatkan apa yang disampaikan Martani, dkk. (2013), 
dalam UU No.14 Tahun 2008 pasal 9 ayat 2 poin c informasi mengenai laporan 
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keuangan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala kepada publik. Di 
dalamnya juga disampaikan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, 
tepat dan sederhana. Setiap Badan Publik dibantu Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) melalui link transparansi anggaran di website pemda. 
Jumlah penduduk yang besar menjadikan masyarakat sebagai stakeholder 
yang mampu mendorong transparansi melalui IFR (Jimoh dan Okoye, 2016). 
Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah maka semakin besar tanggung 
jawab pemerintah untuk menjangkau masyarakat terkait transparansi keuangan. 
Masyarakat memiliki hak terhadap akses informasi yang jadi tanggung jawab 
pemda. Kementrian PUPR dalam publikasinya (www.eppid.pu.go.id, 2017) 
menyatakan 56,82% penduduk Indonesia tahun 2015 ada di Pulau Jawa.  
Hubungan umur pemerintah dengan penyajian laporan keuangan berbanding 
lurus, artinya semakin lama pemerintah itu berdiri maka laporan keuangan yang 
disajikan akan jauh lebih baik (Naopal, Rahayu, dan Yudowati, 2017). Pemerintah 
daerah yang lebih lama berdiri berpengalaman untuk mengetahui kesalahan 
melalui audit LKPD yang dilakukan BPK setiap tahun. Dengan demikian, 
pelaporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dibandingkan dengan 
pemerintah daerah yang lebih muda usianya (Girsang dan Yuyetta, 2015). Di 
Pulau Jawa sendiri 79,5% kabupaten/kotanya lahir pada 1950. 
Kekayaan daerah bisa menjadi motif yang mendasari IFR (Rahman, Sutaryo, 
dan Budiatmanto, 2013). Kekayaan daerah dapat tercermin dari PDRB per kapita 
yang menggambarkan perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan 
masyarakat di suatu wilayah (www.grobogan.go.id, 2017). BPS dalam 
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publikasinya struktur perekonomian Indonesia di Kuartal II-2018 juga tidak jauh 
berbeda dengan kuartal II-2016 dimana Pulau Jawa masih mendominasi 
kontribusi PDB Nasional (www.bps.go.id, 2018) .  
PDRB Pulau Jawa menyumbang sebanyak 58,51 persen bagi pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Daerah dengan pendapatan per kapita yang tinggi memiliki 
permintaan akuntabilitas dan pengawasan politis yang lebih tinggi oleh 
masyarakat dan lebih banyak permintaan akan informasi yang dapat menyediakan 
ukuran kinerja (Verawaty, 2015). Masyarakat internet sekarang menyadari fungsi 
data laporan keuangan sebagai bagian dari akuntabilitas daerah, sehingga mereka 
akan mengharapkan akses terhadap data ini dalam bentuk elektronik yang paling 
nyaman atau paling mudah oleh mereka. 
Dengan kondisi geografis Indonesia, sektor transportasi udara dan laut 
memegang peranan yang sangat penting. Atmajaya (2011) mengemukakan bahwa 
interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran 
orang, barang, maupun jasa. Mobilitas masyarakat yang tinggi membuat 
masyarakat membutuhkan akses informasi yang efektif dan efisien. Meskipun 
dengan tersedianya prasarana transportasi dapat mempersingkat jarak tempuh 
akan tetapi masyarakat butuh layanan informasi yang dapat diakses kapan pun dan 
dimana salah satunya melalu website.  
IFR tentunya perlu didukung oleh pertumbuhan pengguna internet di 
Indonesia. Data APJII 2016 menyatakan mayoritas pengguna internet terdapat di 
Pulau Jawa yakni 65% atau 86,3 juta orang. IFR juga menjadi solusi untuk 
keterbatasan layanan email mengirimkan informasi data yang berukuran besar. 
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Contoh Gmail memiliki kapasitas 25MB untuk sekali kirim atau maksimal 15GB 
jika menggunakan Google Drive. Jika menggunakan email masih membutuhkan 
prosedur pengajuan permintaan informasi maka dengan IFR ada kesadaran pemda 
terhadap layanan yang terbuka kepada masyarakat yang bebas diakses. 
 Selain itu, 5 dari 6 website provinsi di Jawa termasuk dalam 20 provinsi 
pemeringkatan indeks government (PeGI) yang dilakukan oleh Kominfo (2015) 
dengan nilai kategori baik. Penelitian Martani, dkk., (2013) menyampaikan bahwa 
tahun 2004 terdapat 182 website pemda di Indonesia hanya 150 yang bisa diakses, 
awal 2010 ada 168 website, akhir 2010 ada 257 website, 2011 ada 424 website 
dengan tingkat pengungkapan 12 %, dan 2013 ada 429 website dengan indeks 
pengungkapan baru 15% . 
Penelitian lain Susiyah, Afifudin dan Cholid (2016) menunjukan pengujian 
rata-rata Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Semalang Raya selalu 
mengalami peningkatan tahun 2013-2014 meningkat sebesar 6,6% menjadi 
84,6%, dan tahun 2013-2015 meningkat sebesar 5,2% menjadi 89,8%. Penelitian 
yang dilakukan Puspita dan Martani (2012) dengan sampel 108 pemda 
pengungkapkan informasi pada website pada tingkat 44.84%. Informasi yang 
paling banyak disajikan adalah profil daerah, namun informasi tentang kegiatan 
pembangunan dan keuangan masih sedikit diungkapkan. 
Hasil survei yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi 
Anggaran (FITRA) pada awal September 2013 mengungkapkan bahwa mayoritas 
pemda terkesan masih enggan untuk mempublikasikan dokumen pengelolaan 
anggaran daerah pada website resminya. Dari 193 pemda yang disurvei, jumlah 
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pemda yang telah mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran daerah pada 
website resminya <25%. Bahkan sebagian pemda terkesan pilih-pilih jenis 
dokumen anggaran yang dipublikasikan dalam website resminya (Agustin, 2014). 
Martani, dkk. (2013) juga melakukan penelitian dan hasilnya tingkat 
transparansi informasi keuangan hanya 15%. Kebanyakan informasi keuangan 
disajikan dalam bentuk berita. Jika dikerucutkan informasi terkait APBD, LK dan 
laporan kinerja <10%. Verawaty (2015) dalam penelitiannya 37,93% pemda 
tingkat provinsi menyampaikan IFR. Nuralif (2017) meneliti 207 sampel pemda 
di Jawa dan Sumatra mendapati hasil bahwa indeks konten website sebesar 21% 
dengan perolehan indeks IFR 33%. Pemerintah daerah di Pulau jawa memiliki 
skor lebih tinggi dibanding Sumatra. 
Hasil penelitian tentang pengaruh jumlah penduduk masih tidak konsisten 
Jimoh dan Okoye (2016) menunjukan hasil berpengaruh sedangkan Susiyah, 
Afifudin dan Mawardi (2016) menujukan hasil tidak berpengaruh. Umur 
pemerintah daerah menurut Naopal, Sri dan Siska (2017) berpengaruh terhadap 
IFR sedangkan Jimoh dan Okoye (2016) menyatakan tidak berpengaruh. Variabel 
kekayaan daerah menurut Trisnawati dan Achmad (2014) berpengaruh terhadap 
IFR sedangkan Nosihana dan Yaya menyampaikan tidak berpengaruh. 
Penelitian ini replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Jimoh dan Okoye 
(2016) yang meneliti tentang IFR di sektor publik di Nigeria. Ada empat variabel 
independen yang digunakan oleh Jimoh dan Okoye (2016) yaitu jumlah 
penduduk, umur pemda, kekayaan pemda serta ketersediaan prasarana 
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transportasi. Hal yang menjadi alasan peneliti meneliti tentang IFR di sektor 
publik adalah masih jarang dilakukan penelitian di sektor ini.  
Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian ini mengambil judul 
“Pengaruh Jumlah Penduduk, Umur Pemda, Kekayaan Daerah dan 
Ketersediaan Prasarana Transportasi terhadap Internet Financial 
Reporting” Studi pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tahun 
2014-2017.  
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, beberapa masalah yang 
dijadikan bahan penelitian sebagai berikut: 
1. Pengguna internet di Indonesia yang sudah mencapai 51,8% dari total 
populasi. Data APJII 2016 menyatakan mayoritas pengguna internet terdapat 
di pulau jawa yakni 65% atau sekitar 86,3 juta orang. 
2. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 menunjukkan 
jumlah penduduk di pulau Jawa sebanyak 149.162 juta atau 60-70% dari total 
populasi Indonesia, usia pemerintahan di Jawa lebih matang yakni 96 dari 
total 112 pemda sudah berdiri sejak 1950, prasarana transportasi di Pulau 
Jawa didukung dengan 24 bandara dan 29 pelabuhan. 
3. Masih sedikit penelitian tentang IFR di sektor publik dana adanya 
ketidakkonsistenya hasil penelitian sebelumnya serta penggunaan variabel 
independen yang masih jarang diteliti yakni ketersediaan prasarana 
transportasi. 
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1.3. Batasan Masalah 
Untuk mencegah penelitian ini menjadi terlalu meluas, maka dalam penelitian 
ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada: 
1. Variabel yang mempengaruhi IFR dalam penitian ini ada empat yakni: jumlah 
penduduk, umur pemda, kekayaan daerah dan ketersediaan prasarana 
transportasi. 
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data annual report tahun 
2014-2017 yang di publikasikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Pulau Jawa melalui websitenya sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. 
1.4. Rumusan Masalah 
1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Internet Financial 
Reporting? 
2. Apakah umur pemda berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting? 
3. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting? 
4. Apakah ketersediaan prasarana transportasi berpengaruh terhadap Internet 
Financial Reporting. 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menguji apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Internet 
Financial Reporting. 
2. Untuk menguji apakah umur pemda berpengaruh terhadap Internet Financial 
Reporting. 
3. Untuk menguji apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap Internet 
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Financial Reporting. 
4. Untuk menguji apakah ketersediaan prasarana transportasi berpengaruh 
terhadap Internet Financial Reporting. 
1.6. Manfaat Penelitian  
1. Bagi Akademisi 
a. Sebagai khasanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada 
kajian tentang internet financial reporting. 
b. Memberikan pengetahuan dan wacana kepada pembaca atau masyarakat  
yang berkaitan dengan internet financial reporting. 
c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait internet financial 
reporting. 
2. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia  
a. Bahan evaluasi untuk lebih transparan dan memudahkan akses terkait 
informasi keuangan di situs resmi pemerintahan. 
b. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh populasi penduduk, 
umur pemerintah daerah, kekayaan daerah dan ketersediaan prasarana 
transportasi terhadap Internet Financial Reporting. 
1.7. Jadwal penelitian  
Terlampir  
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1.8.Sistematika Penulisan Skripsi 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 
mengenai penelitian ini secara keseluruhan. 
BAB II :  LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas mengenai teori – teori relevan dengan penelitian, 
beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan 
hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai data, metode yang digunakan dalam 
pengolahan data, pemilihan sampel serta metode dalam menganalisis 
data. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi gambaran umum penelitian, pengujian, hasil analisis data 
dan pembahasannya. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil 
penelitian, keterbatasan atas penulisan serta saran untuk penelitian 
selanjutnya. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Teori Stakeholder 
Definisi tradisional tentang teori stakeholder dikemukakan oleh Freeman 
(1984) dalam Jimoh dan Okoye (2016), yakni sebuah grup atau individu yang 
dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian atau hasil dari tujuan 
organisasi. Freeman (2006) dalam Jimoh dan Okoye (2016) menyebutkan, 
“...bahwa yang termasuk ke dalam stakeholder yaitu: pelanggan, pegawai, 
komunitas lokal, pemasok, dan distributor, pemegang saham, masyarakat 
umum, media, partner bisnis, generasi mendatang, generasi sebelumnya, 
akademisi, kompetitor, stakeholder representatif, asosiasi pemasok atu 
distributor, pemberi modal, pemegang obligasi, kreditor, pemerintah, 
pembuat aturan, pembuat kebijakan, dan lain-lain.” 
 
Jenis stakeholder menurut tingkat kepentingannya dibedakan; 
1. Stakeholder primer  adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 
terhadap perusahaan dan menanggung resiko. Contohnya adalah pemegang 
saham, investor, konsumen, pemasok, karyawan, juga pemerintah dan 
komunitas lokal.   
2. Stakeholder sekunder  adalah  pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi 
oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan 
dan tidak begitu penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Contohnya 
adalah media dan berbagai kelompok kepentingan tertentu (Lembaga Swadaya 
Masyarakat, Serikat Pedagang). 
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Terdapat dua macam strategi pengelolaan stakeholder, yaitu; 
1. Strategi aktif,  apabila perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan 
organisasinya dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh/penting.  
2. Strategi pasif, jika perusahaan cenderung tidak terus menerus memonitor 
aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk 
menarik perhatian stakeholder. 
Sektor privat yakin bahwa stakeholder theory mengabaikan pengaruh 
masyarakat luas (society as a whole) terhadap penyediaan informasi dalam 
pelaporan keuangan (Ghozali dan Chariri, 2007:411). Sebaliknya, di sektor publik 
pemerintah dan para pejabatnya digambarkan sebagai manajemen atau perusahaan 
sementara masyarakat dan pelaku bisnis sebagai bagian dari stakeholder yang 
tidak bisa diabaikan (Jimoh dan Okoye, 2016). Peningkatkan kualitas 
pengungkapan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan dapat 
dilakukan melalui peningkatan kualitas IFR. 
 Jika dilihat dari jenis stakeholder, masyarakat seharusnya menempati 
stakeholder primer. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki kepentingan kepada 
pemerintah dan termasuk anggota dari pemerintahan itu sendiri. Strategi yang 
seharusnya digunakan oleh pemerintah daerah adalah strategi aktif. Hal ini terjadi 
karena masyarakat adalah stakeholder yang berpengaruh langsung terhadap 
pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah melalui situs resminya dapat 
memberikan pertangungjawabannya atas LKPD kepada masyarakat dan publik.  
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2.1.2. E-Goverment 
E-government adalah bentuk aplikasi dari teknologi informasi, terutama 
teknologi internet untuk memperkaya akses, penyampaian informasi dan 
pelayanan Pemerintah untuk masyarakat, unit bisnis, pegawai, dan stakeholder 
lainnya (Puspita dan Dwi, 2012). Kebijakan penerapan e–Government sudah 
tertuang dalam bentuk Intruksi Presiden No. 03 tahun 2003 tentang Kebijakan dan 
Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang menginstruksikan agar tiap 
instansi pemerintah baik dari pusat hingga daerah membangun situs webnya 
masing-masing. 
Mengutip dari Jimoh dan Okoye (2016), berdasarkan interaksi 
yang dilakukan Pemerintah dengan stakeholdersnya, e-government 
diklasifikasikan sebagai interaksi antara pemerintah dengan: (1) Klien 
internal dan penduduknya “Government to Citizen (G2C)”; (2) Unit 
bisnis terkait “Government to Business (G2B)”; (3) Pegawai internal 
Pemerintah“Government to Employee (G2E)”; (4) Institusi Pemerintah 
lainnya “Government to Government (G2G)”; (5) hubungan antara 
penduduk dengan penduduk, “Citizen to Citizen (C2C)”.  
Implementasi e-government dapat memberi keuntungan pemda, 
yaitu: (1) Meningkatkan efisiensi, akses terhadap servis, akuntabilitas, 
transparansi, dan citizen empowerment; (2) Menurunkan biaya dan waktu 
untuk melakukan pelayanan; (3) Memberikan keuntungan strategis seperti 
meningkatkan proses pengambilan keputusan melalui arus informasi; 
meningkatkan sharing knowledge dan organizational learning; interaksi 
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dengan penduduk, institusi pemerintahan lainnya, bisnis, dan industri; 
meningkatkan kemampuan untuk memberikan efek terhadap 
organizational change management. 
 
2.1.3. Internet Financial Reporting (IFR) 
Publikasi laporan keuangan pemerintahmelalui e-Government yang 
dikenal dengan internet financial reporting (IFR) (Nosihana dan Yaya, 2016). IFR 
merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang diterbitkan melalui website 
daerah (Nuralief dan Pepie, 2017). IFR diyakini dapat membantu pemerintah 
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Penerapan IFR 
memberikan dampak yang positif, yakni:kemudahan mengakses informasi publik, 
masyarakat memperoleh perbaikan pelayanan publik, serta mencegah terjadinya 
praktek penyimpangan dan korupsi pada penyelenggaraan pelayanan publik.  
Publikasi laporan keuangan melalui internet merupakan bentuk tanggung 
jawab pemda yang dianggap paling efisien, cepat dan murah (Nosihana dan Yaya, 
2016). Walaupun sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur transparansi 
publik, tidak semua Pemda mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di 
website (Agustin, 2014). Sejauh ini pengungkapan tersebut lebih bersifat secara 
sukarela (voluntary disclosure) karena tidak ada sanksi yang diterapkan jika tidak 
dipenuhi. Oleh karena itu, Trisnawati dan Achmad (2014) menemukan bahwa 
terdapat perbedaan kualitas dan informasi keuangan antar Pemda. 
 Pengungkapan merupakan pemberian data yang bermanfaat pada pihak 
yang memerlukan. Masyarakat yang selama ini sudah dibebankan dengan 
pembayaran pajak tentu juga ingin melihat apakah realisasi atau penggunaan dana 
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tersebut sudah sesuai yang diharapkan. Pada saat ini banyak terjadi perbedaan 
bentuk pengungkapan laporan keuangan, ada yang mengungkapkannya  secara 
lengkap ada juga yang cenderung asal-asalan. Secara eksplisit UU No. 14 tahun 
2008, pemda berkewajiban dalam memberikan informasi publik secara lebih 
transparan bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat 
(Nosihana dan Yaya, 2016). 
 Transparansi identik dengan kejujuran. Kejujuran dapat diteladani dari 
sifat para nabi dan rasul dalam bermuamalah. Sifat Shiddiq, yang berarti jujur. 
Nabi dan rasul selalu jujur dalam perkataan dan perilakunya dan mustahil akan 
berbuat yang sebaliknya, yakni berdusta, munafik, dan yang semisalnya (Marzuki 
(2008). Di samping memiliki sifat-sifat seperti di atas, Nabi Muhammad SAW 
juga dikenal dengan sebutan al-amin, yang berarti selalu dapat dipercaya. Gelar 
ini diperoleh Muhammad sejak masih usia belia. Dalam kesehariannya 
Muhammad belum pernah berbohong dan merugikan orang-orang di sekitarnya. 
 
2.1.4. Jumlah Penduduk 
Penduduk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang 
atau orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, pulau, negeri,dan lain-
lain). Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2018) menjabarkan, “penduduk 
adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia 
selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan 
tetapi bertujuan untuk menetap”.  
Sementara menurut UU Pasal 26 ayat 2 tentang Negara dan Penduduk 
mengartikan penduduk sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang 
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bertempat tinggal di Indonesia. Jumlah  penduduk merupakan sejumlah orang 
yang secara sah tinggal dalam suatu daerah atau negara, serta mentaati ketentuan-
ketetuan dari suatu daerah atau negara dimana mereka tinggal (Susiyah, Afifudin 
dan Mawardi, 2016). 
Jumlah penduduk adalah bagian dari kompleksitas tata kelola 
pemerintahan yang mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki 
keterbukaan dalam laporan keuangan (Martani dan Liestiani, 2012). Sesuai 
dengan Stakeholder Theory, penduduk merupakan salah satu Stakeholder 
terpenting Pemerintah Daerah (Susiah, Afifudin, dan Mawardi, 2016). Dengan 
jumlah penduduk yang banyak, maka semakin besar tuntutan pertanggungjawaban 
pemerintah daerah untuk pengungkapan LKPD terhadap masyarakat, mengingat 
fungsi pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat. 
Dalam Islam ada sebuah riwayat cukup terkenal, dari sahabat Anas bin 
Malik, “Rasul SAW menyuruh kami (pemuda) agar menikah, dan melarang keras 
membiarkan perempuan melajang (Rohim, 2016). Beliau bersabda: “Hendaklah 
kalian mengawini perempuan yang subur (tidak mandul) dan penyayang, sebab, 
dengan kalianlah umatku jadi lebih banyak (daripada nabi-nabi lain) kelak di 
hari kiamat.”  
Kaum Muslim akan menjadikan dasar hadis ini, bahwa memperbanyak 
anak adalah sesuatu yang bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW sendiri. Hal in 
beralasan kelak akan memperbanyak jumlah umat Nabi pada hari kiamat, 
sehingga membuat beliau bangga di hadapan nabi-nabi yang lainnya. Membatasi 
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jumlah anak, sama saja menentang perintah Nabi dan tidak ingin membuat beliau 
bangga di akhirat (Rohim, 2016). 
 
2.1.5. Umur Pemerintah Daerah 
Pasal 4 Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
menyebutkan bahwa pembentukan daerah ditetapkan dengan undang-undang. 
Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian 
daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah 
atau lebih. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 5 bahwa pembentukan daerah 
harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. 
Desiana (2017) berpendapat bahwa semakin lama umur administratif 
pemerintah daerah menunjukkan daerah tersebut mempunyai struktur organisasi 
pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin matang. Semakin 
tua umur pemerintahan seharusnya sadar akan peraturan dan tuntutan masyarakat. 
Sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu melakukan pengungkapan 
informasi keuangan dan non keuangan kepada publik yang semakin besar. 
Khasanah dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa organisasi 
yang telah lama berdiri dianggap memiliki kemampuan yang baik untuk 
mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan standar 
yang berlaku dibandingkan dengan organisasi yang lebih muda atau baru 
didirikan, karena organisasi tersebut tidak memiliki ”track record” 
sehingga hanya sedikit informasi yang diungkapkan. Begitu juga yang 
berkaitan dengan sistem administrasi, pemerintah daerah dengan umur 
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yang lebih tua dengan berbagai pengalamannya akan memiliki proses 
administrasi dan pencatatan yang lebih baik. (Lesmana, 2010). 
Jika ditarik ke dalam sejarah Islam, maka kisah Nabi Muhammad 
SAW ketika diangkat menjadi rosul hingga beliau wafat dengan 
meninggalkan dasar-dasar Islam yang lengkap dapat dijadikan contoh 
kematangan dan kedewasaan seseorang yang dapat diimplementasikan ke 
suatu organisasi. Pada usianya yang keempat puluh tahun, beliau diutus 
sebagai nabi dan rasul dengan diwahyukannya lima ayat pertama dari 
surat al-‘Alaq, yaitu:  
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 
 Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 
 dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) 
 dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia 
 apa yang tidak diketahuinya.” (QS. al-‘Alaq (96): 1-5). 
 
Diusianya 40 tahun,  Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai 
Rosul karena diusia itulah Allah SWT memberi tanda kepada hamba-Nya 
tentang dimulainya proses kedewasaan dan kematangan (Marzuki, 2008). 
Selanjutnya secara bertahap dalam waktu kurang lebih dua puluh tiga 
tahun beliau menerima keseluruhan wahyu Alquran yang juga 
disampaikan kepada para sahabat beliau, sehingga sebagian dari mereka 
ada yang menghafalnya.  
Nabi menerima wahyu terakhir ketika usianya menginjak 63 tahun 
dengan satu ayat dalam QS. Al-Maidah, yaitu: “Pada hari ini Aku telah 
menyempurnakan agamamu itu untukmu semua, dan Aku telah 
melengkapkan kenikmatan-Ku padamu, dan Aku telah rela Islam itu 
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sebagai agama untukm semua.” (QS. al-Maidah (5): 3). Nabi Muhammad 
SAW wafat dengan meninggalkan dasar-dasar Islam yang lengkap, 
terutama dengan ditinggalkannya dua pusaka beliau kepada para umatnya, 
yakni Alquran dan Sunnah.  
 
2.1.6. Kekayaan Daerah 
Kekayaan daerah mencerminkan kinerja sebuah Pemda. Jika suatu Pemda 
memiliki kekayaan yang tinggi maka pemda akan berusaha untuk 
menunjukkannya kepada para stakeholders sebagai bentuk signal dari manajemen 
publik yang baik (Nosihana dan Yaya, 2016). Kekayaan pemda juga menunjukkan 
tingkat kemakmuran dalam suatu daerah. Semakin besar kekayaan suatu daerah, 
maka masyarakat akan semakin tertarik untuk menilai dan ikut mengawasi 
bagaimana kekayaan tersebut dikelola (Afryansyah dan Haryanto, 2013). 
Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Hal 
inilah yang mendorong masyarakat selaku principal, menjadi lebih tertarik dan 
menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemda. Melalui publikasi 
laporan keuangan di internet, pemda dapat menyampaikan informasi keuangan 
secara lebih lengkap sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi 
antara pemda dan masyarakat (Trisnawati dan Achmad, 2014). Internet dapat 
dijangkau oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. 
Tingkat pendapatan per kapita daerah merupakan ukuran dari tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Kekayaan suatu daerah juga dapat dilihat dari besarnya 
pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita mencerminkan perbandingan tingkat 
produktifitas tiap penduduk di suatu wilayah. Semakin besar proporsi pengguna 
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internet, semakin besar pula potensi masyarakat menggunakan layanan internet 
sebagai media untuk memperoleh informasi keuangan pemerintah daerahnya 
(Prabowo, 2016). 
Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin tinggi pula 
political monitoring oleh masyarakat dan semakin tinggi permintaan informasi 
yang disediakan pada situs resmi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja 
pemerintah daerah (Styles and Tennyson, 2007). Laju pertumbuhan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 2014-2017 kabupaten/kota di Jawa 
jika dikelompokan tiap provinsi yaitu DKI Jakarta 8,3%, Jawa Barat 6,9%, Jawa 
Tengah 8%, DIY 6,7%, dan Banten 8,8%. Rata-rata kabupaten kota di Jawa 
mengalami kenaikan PDRB per kapita 5% setiap tahun. 
Dalam kisah Nabi Muhammad SAW juga terdapat cerita bagaimana 
kayanya beliau. Ganīmah dan fāi adalah salah satu sebab kayanya nabi 
(Solahudin, 2019). Banyak sekali peperangan yang diikuti oleh Rasulullah dan 
hampir semuanya dimenangkan oleh beliau dan kaum muslimin atas pertolongan 
Allah. Dan setelah kemenangan ini maka dibagikanlah ganimah sebagai rizki 
yang halal. Sedangkan fai harta yang di dapat dari musuh tanpa ada bentrokan 
senjata maka ini menjadi milik Rasulullah secara utuh. Di antara sumber kekayaan 
beliau yang lain adalah harta-harta yang diberikan orang lain kepadanya. Contoh 
yang populer adalah tanah fadak (daerah otonomi pemerintahan Yahudi di Hijaz).  
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2.1.7. Ketersediaan Prasarana Transportasi  
Di Indonesia prasarana transportasi tersedia dengan dua prasarana 
transpotasi yakni udara dan laut. Transportasi udara di Indonesia diatur dalam UU 
No.1 tahun 2009, sedangkan UU No.17 Tahun 2008 mengatur tentang transportasi 
laut di Indonesia. Jaringan prasarana transportasi udara terdiri dari bandar udara, 
yang berfungsi sebagai simpul, dan ruang udara yang berfungsi sebagai ruang lalu 
lintas udara. 
Di Jawa, terdapat 27 bandara dan 29 pelabuhan. Ketersediaan prasarana 
transportasi menunjukan mobilitas masyarakat yang semakin kompleks. Arus 
informasi juga akan didorong untuk semakin mudah diakses diberbagai tempat. 
Salah satunya informasi terkait pemerintah terutama ditingkat daerah baik untuk 
penelitian dan pengumpulan data. Website pemda menjadi jalan kemudahan akses  
diantaranya terkait informasi keuangan. Jimoh dan Okoye (2016) menyebutkan 
bahwa ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan prasarana transportasi 
internasional dengan voluntary disclosure melalui IFR. 
Jika ditarik ke dalam sejarah Islam ada kisah binatang yang dijadikan 
untuk alat transportasi seperti unta dan kuda. Unta disebutkan sebanyak dua puluh 
satu kali dalam al-Qur’an al-‘isyâr, al-hîm, rikâb, dhâmir, al-budn, bahîrah, 
sâibah, dan hâm, dua kali menggunakan kata jamal, ibil, danba‘ir dan tujuh kali 
menggunakan kata nâqah. Sedangkan kuda disebutkan sebanyak sepuluh kali 
dalam al-Qur’an, lima kali menggunakan kata (khail) dan kata lainnya al-‘âdiyât, 
al-muriyât, al-mughiirât, al-shafinât dan al-jiyad; bighal (Hidayat, 2010). Beliau 
memiliki beberapa kendaraan berupa tujuh ekor kuda, diantara nama kuda 
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Rasulullah adalah al-Sakbu, dan ini adalah kuda pertama yang dimiliki oleh beliau 
(Solahudin, 2019). 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Beberapa Ringkasan hasil penelitian yang relevan tentang Internet Financial 
Reporting (IFR) adalah sebagai berikut:  
Tabel 2.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
No Peneliti Judul  Hasil Penelitian 
1 Jimoh, J. dan 
Okoye, F.A. 
(2016) 
Voluntary Internet Financial 
Reporting in the Nigerian 
Public Sector 
Populasi State, Umur dari 
state, kekayaan state, dan 
transportasi internasional. 
Semua variabel tersebut 
memiliki hubungan positif 
dengan kesukarelaan 
penyampaian IFR. 
2 Nosihana, A dan 
Yaya, R (2016) 
Internet Financial 
Reporting dan Faktor-
Faktor yang 
Memengaruhinya 
Kompetisi politik dan 
Ukuran Pemda 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
publikasi laporan 
keuangan. 
3 Prabowo, D.W.A 
(2016) 
Publikasi Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa 
tingkat kemandirian 
berpengaruh dalam 
penerapan laporan 
keuangan pemerintah 
daerah (LKPD) melalui 
website (internet) resmi 
pemerintah daerah. 
4 Susiyah, H.Y., 
Afifudin dan 
Mawardi, M.C 
(2016) 
Pengaruh Karakteristik 
Pemda terhadap Tingkat 
pengungkapan Laporan 
Keuangan di Website 
Pemda 
Dari ketiga variabel yang 
dipakai, tidak ada staupun 
yang berpengaruh terhadap 
tingkat pengungkapan 
LKPD se-Malang Raya di 
website. 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 2.1 
5 Soepriyanto, G 
dan Aristiani, R 
(2015) 
Evaluasi Pengungkapan 
Laporan Keuangan 
Daerah di Situs Internet 
Terdapat 57 pemerintah 
daerah yang menyajikan 
informasi keuangan di 
situs webnya dari 392 
pemerintah daerah yang 
memiliki situs web. Dari 
ke 57 situs web 
pemerintah daerah 
tersebut, hanya 9 
pemerintah daerah yang 
menyajikan informasi 
laporan keuangannya 
sesuai SAP. 
6 Trisnawati, M.D 
dan Ahmad, K 
(2014) 
Determinan Publikasi 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Melalui Internet 
Kompetisi politik, rasio 
pembiayaan utang, 
kekayaan pemda, Ukuran 
Pemda terbukti 
berpengaruh terhadap 
publikasi laporan 
keuangan melalui internet. 
7 Verawaty (2012) Determinan Aksesibilitas 
Internet Financial 
Reporting Melalui E-
Goverment Pemerintah 
Daerah di Indonesia  
Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa 
tidak terdapat hubungan  
positif antara size, income 
per capita, dan debt level 
dengan aksesibilitas  
laporan keuangan 
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2.3. Kerangka Berfikir 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh dari jumlah penduduk, umur 
pemerintah daerah, kekayaan daerah dan ketersediaan prasarana transportasi 
terhadap internet financial reporting. 
2.4.  Hipotesis     
2.5.1. Jumlah Penduduk  
Jumlah penduduk menunjukan kompleksitas pemerintahan (Setyowati, 
2016). Semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi 
juga semakin besar. Besarnnya jumlah penduduk mencerminkan besarnya 
kebutuhan akan penyediaan informasi publik secara lebih luas (Susiyah, Afifudin 
dan Mawardi, 2016). 
Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar tuntutan 
pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk pengungkapan laporan keuangan 
H3 
 
H4 
 
H2 
 
Jumlah Penduduk 
Umur Pemerintah Daerah 
Kekayaan Daerah 
Ketersediaan Prasarana 
Transportasi 
Internet Financial 
Reporting (IFR) 
H1 
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melalui website terhadap masyarakat, mengingat fungsi pemerintah adalah 
sebagai pelayan masyarakat. Jimoh dan Okoye (2016), Priharjanto dan Yusniar 
(2017), Rora Puspita dan Dwi Martani (2010) menyatakan bahwa jumlah 
penduduk berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan 
uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:                                                                                                                                               
H1: Jumlah penduduk berpengaruh terhadap Internet Financial 
 Reporting. 
2.5.2. Umur Pemerintah Daerah  
Pemerintah daerah   yang   sudah   lama berdiri  memiliki lebih  banyak  
informasi yang diungkapkan  dibandingkan  dengan  pemerintah daerah yang baru 
berdiri dan adanya pengalaman  masa  lalu  yang  dapat  dilihat dari hasil 
pemeriksaan LKPD oleh BPK. Semakin tua umur suatu pemerintah daerah maka 
semakin tinggi dorongan pengungkapan. Hal ini turut mengindikasikan bahwa 
melalui umur, suatu daerah seharusnya mampu menunjukkan semakin mampu 
meyakinkan publik bahwa daerah tersebut telah cukup mapan dan berpengalaman, 
dengan adanya pengungkapan yang lebih baik (Waliyyani dan Mahmud, 2015). 
 Berdasarkan penelitian Lesmana (2010), Khasanah dan Shiddiq (2014), 
Girsang dan Etna (2015),  dan Naopal, Sri, dan Siska (2017) menyatakan bahwa 
umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. 
Hal ini dikuatkan dengan penelitian Jimoh dan Okoye (2016) bahwa umur pemda 
memiliki pengaruh dengan IFR. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut:                                                                                                                                               
26 
 
 
 
H2: Umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap Internet Financial 
 Reporting. 
 
2.5.3. Kekayaan Daerah  
 Kekayaan daerah diproksikan PDRB per kapita. Proksi ini disesuaikan 
dengan jurnal rujukan Jimoh dan Okoye (2016) yang menggunakan PDRB per 
kapita sebagai proksi kekayaan daerah. Daerah dengan PDRB per kapita tinggi 
akan memiliki tigkat pengawasan politis yang tinggi oleh masyarakat. Masyarakat 
juga akan lebih tertarik dengan informasi terkait ukuran kinerja pemda. 
Masyarakat akan meminta kualitas informasi dan akses yang sama di website 
pemda seperti yang mereka dapat di website lain. 
 Publikasi laporan keuangan pada e-government Pemda dapat 
menyampaikan hasil kinerjanya dengan mudah dan murah. Rahman, Sutaryo dan 
Budiatmanto (2013), Trisnawati dan Achmad (2014), Setyowati (2016) 
menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap 
pengungkapan laporan keuangan melalui website. Berdasarkan uraian di atas 
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:    
H3: Kekayaan daerah berpengaruh dengan Internet Financial 
 Reporting. 
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2.5.4. Ketersediaan Prasarana Transportasi 
 Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan 
kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan (Aminah, 2007). 
Ketersediaan prasarana transportasi dapat mengakomodir mobilitas masyarakat 
yang tinggi. Penelitian rujukan menambahkan variabel TRANS ke penelitian IFR 
ini. Hasil penelitian Jimoh dan Okoye (2016) menyatakan bahwa ketersediaan 
prasarana transportasi internasional berpengaruh terhadap pengungkapan laporan 
keuangan. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:    
H4: Ketersediaan prasarana transportasi berpengaruh terhadap Internet 
 Financial Reporting. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1.Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di website Pemerintah Daerah. Objek dalam 
penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dimulai 
dari tahun 2014-2017. Pulau Jawa dipilih karena 65% pengguna internet ada di 
Jawa, 56,82% penduduk Indonesia tahun 2015 ada di Pulau Jawa, 79,5% pemda 
di Jawa dibentuk tahun 1950, PDRB Pulau Jawa menyumbang 58,51% PDB 
nasional tahun 2016, dan terdapat 27 bandara dan 29 pelabuhan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Internet 
Financial Reporting. Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli 2017-Januari 2019. 
3.2.  Jenis penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 
menurut Indriantoro dan Bambang (2014:12) yaitu penelitian yang menekankan 
pengujian teori melalui pengukuran variabel yang diteliti dalam bentuk angka 
dan menggunakan statistik untuk menganalisis data. 
3.3. Populasi, Teknik Pengambilan Sampel, dan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi diartikan oleh Indriantoro dan Bambang (2014: 115) sebagai 
sekolompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memberikan karakteristik 
tertentu. Sementara itu menurut Sugiyono (2013: 61), populasi diartikan wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang memiliki kualitas dan 
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik 
kesimpulan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah semua situs resmi pemerintah daerah 
tingkat kabupaten dan kota yang ada di Jawa. Ada 83 Kabupaten dan 29 kota 
dalam populasi ini. Kota diikutsertakan karena dengan ukuran (luas wilayah) 
relatif lebih kecil dengan kepadatan lebih besar akan memiliki jaringan yang lebih 
bagus dibandingkan dengan daerah kabupaten, sehingga semakin baik jaringan 
pemerintah yang dimiliki akan dianggap lebih baik dalam memberikan 
pengungkapan laporan keuangan (Nosihana dan Yaya, 2016).  
 
3.3.2. Teknik Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling, yaitu pemilihan data yang akan digunakan sesuai kriteria-kriteria 
tertentu yang telah ditetapkan oleh penulis. Kriteria sampel tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Website Pemda yang diteliti terdiri dari website pemerintah daerah kabupaten 
dan kota. 
2. Pemerintahan kabupaten/kota yang dijadikan sampel harus mempublikasikan 
minimal satu atau semua Laporan Keuangan melalui website masing-masing 
pemda dalam kurun waktu 2014-2017. 
3. Daftar publikasi Laporan Keuangan tersebut mengacu pada PP No.71 Tahun 
2010. 
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3.3.3. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti oleh 
peneliti (Arikunto, 2006: 131). Tabel 3.1 berikut merupakan rangkuman hasil 
perolehan sampel hingga  terpilih 47 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria 
sebagai sampel dalam penelitian ini. 
Tabel 3.1 
Perolehan Sampel Penelitian Kabupaten dan Kota 
Sumber : data diolah, 2019.   
 Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kriteria disebabkan oleh tidak 
adanya publikasi 1 jenis pun laporan keuangan dalam website mereka sesuai tahun 
yang diteliti 2014-2017. Jika terdapat laporan keuangan yang dipublikasi halaman 
pengunduhan error atau tidak dapat diakses. Dan mayoritas pemda yang tidak 
memenuhi kriteria hanya sebatas mempublikasikan terkait peraturan dan APBD 
serta perubahannya. 
 
3.4. Data dan Sumber Data  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 
tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah laporan keuangan dalam periode 2014-2017 yang 
dipublikasikan di website  resmi masing-masing pemda sesuai PP No.71 Tahun 
2010. 
Jumlah kabupaten/kota di Jawa 112 
Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kriteria (65) 
Total sampel  47 
Total Unit Analisis (total pemda selama 4 tahun) 188 
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Sumber data penelitian ini diperoleh dari:  
1. Website Kemendagri. 
2. Website resmi pemerintah kabupaten dan kota.  
3. Website Kemenhub 
4. Website BPS pusat dan daerah. 
5. Berbagai artikel, buku, news, internet, dan beberapa penelitian terdahulu 
(jurnal-jurnal), serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dilakukan 
dengan menggunakan beberapa metode, antara lain:  
1. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen. Dalam hal ini, 
data diperoleh melalui website website Kemendagri, website resmi 
pemerintah kabupaten dan kota, website Kemenhub, dan website BPS pusat 
dan daerah. 
2. Studi pustaka yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian 
terdahulu. Dalam hal ini data diperoleh melalui jurnal-jurnal (penelitian 
terdahulu), buku-buku, berita, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang 
berhubungan dengan informasi yang diperlukan. 
3. Observasi website kabupaten dan kota untuk menguji aksesbilitasnya dan 
untuk keperluan pengumpulan data. 
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3.6. Variabel Penelitian 
3.6.1. Varibel Dependen 
Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengarui 
atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 
2007:33). Variabel dependen di penelitian ini adalah internet financial 
reporting. 
 
3.6.2. Varibel Independen 
Variabel bebas atau independen adalah yang mempengaruhi atau 
yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 
(Sugionao, 2007:33). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
jumlah penduduk, umur pemda, kekayaan daerah, dan ketersediaan 
prasarana transportasi. 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
1. Internet Financial Reporting (IFR) 
Variabel internet financial reporting diukur dengan 
menggunakan variabel dummy. Kategori 1 untuk pemda yang 
menerbitkan laporan keuangan di website resminya  dan 0 untuk pemda 
yang tidak menerbitkan laporan keangan di website resminya. Metode 
pengukuran IFR merujuk dari penelitian Jimoh dan Okoye (2016) yang 
juga menggunakan metode ini. 
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Komponen laporan keuangan yang digunakan merujuk pada PP 
No.71 Tahun 2010 paragraf 28 yang terdiri dari: Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan 
Perubahan SAL),  Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas 
(LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK).  
2. Jumlah Penduduk 
Menurut BPS dalam Statistik Indonesia (2013) mengartikan 
penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 
Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 
berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam 
penelitian ini angka dari jumlah penduduk diambil dari BPS daerah atau 
pun BPS pusat mengingat tidak semua BPS daerah mempublikasikan 
proyeksi penduduk tahun 2014-2017.  
3. Umur pemerintah daerah 
Umur pemerintah daerah dapat diartikan seberapa lama daerah tersebut 
telah ada. Umur pemerintah daerah diukur berdasarkan tahun terbit peraturan 
perundangan pembentukan pemerintah daerah yang bersangkutan (Lesmana, 2010 
dan Khasanah, 2014). Sesuai dengan Jimoh dan Okoye (2016), umur pemda dapat 
diukur sebagai berikut: 
Umur pemda = Tahun penelitian – Tahun terbitnya UU administratif daerah 
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4. Kekayaan daerah 
Kekayaan suatu daerah dapat diukur dengan berbagai macam ukuran 
karena setiap peneliti memiliki pandangan yang berbeda sehingga tolak ukur dari 
kesejahteraan juga akan berbeda (Setyowati, 2016). Di Indonesia PDRB per 
kapita berdiri sendiri sebagai variabel independen seperti penelitian Verawati 
(2015) dan Prabowo (2016). Dipenelitian ini sesuai dengan rujukan penelitian 
Jimoh dan Okoye (2016) menempatkan PDRB per kapita sebagai proksi dari 
kekayaan daerah. PDRB per kapita dapat diperoleh dari: 
PDRB per Kapita = PDRB Kabupaten/Kota 
   Jumlah penduduk 
 
5. Ketersediaan prasarana transportasi  
Prasarana adalah tempat yang menunjang masyarakat untuk menaiki 
transportasi umum. Pada penelitian ini, prasarana yang dimaksud adalah 
keberadaan bandara dan pelabuhan. Jimoh dan Okoye (2016) mengukur 
keberadaan prasarana transportasi nasional dengan metode dummy.  
 
 
3.8. Teknik Analisis Data 
3.8.1. Uji Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahi karakteristik 
sampel yang akan digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam 
penelitian ini, yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai 
minimum dan deviasi standar. 
Angka 1 = Terdapat pelabuhan/bandara  
Angka 0 = Tidak terdapat pelabuhan/bandara  
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3.8.2. Uji Kelayakan Model 
Homes and lomeshow goodness digunakan dalam menilai kelayakan 
model regresi. Homes and lomeshow goodness menguji apakah data empiris telah 
sesuai dengan model regresi dalam penelitian, sehingga model penelitian dapat 
dikatakan fit. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :  
H0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 
 (model fit).  
H1 : Terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 
 (Ghozali, 2016:328). 
3.8.3. Menilai Keseluruhan Model 
Uji nilai -2 log likelihood digunakan untuk menilai keseluruhan 
model regresi logistik (overall model fit). Apabila nilai -2 log likelihood 
pada saat block number = 0 > nilai -2 log likelihood saat block number = 
1, maka menunjukkan model regresi yang baik (Ghozali, 2016:233). 
 
3.8.4. Koefisien Determinasi 
Nagelkerte R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan 
mempenarui variabel dependen. Nilai Nagelkerte R Square bervariasi 
antara 1 (satu) dan 0 (nol). Semakin mendekati nilai 1 maka model 
dianggap semakin goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka 
model semakin tidak goodness of fit. 
 
36 
 
 
 
3.8.5. Analisis Regresi Logistik 
Model binary logistic adalah model regresi yang memiliki variabel 
dependen berupa data kategori, sedangkan independennya berupa data numerik. 
Data kategori tersebut berupa nilai dummy 1 atau 0. Pengujian dengan model 
regresi logistik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 
masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi 
logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
DIFR = α + β1LnPOP + β2LnAGE + β3Ln WEALTH+ β4 DTRANS+ e 
Keterangan: 
DIFR = Dummy IFR 
α  = Konstanta  
β  = Koefisien Regresi  
Ln   = Logaritma Natural 
POP = Jumlah penduduk 
AGE = Umur pemda 
WEALTH = Kekayaan daerah 
TRANS = Ketersediaan Prasarana transportasi  
e   = error  
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3.8.6. Pengujian Hipotesis 
Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji pengaruh masing-
masing variabel independen dalam model penelitian terhadap variabel dependen. 
Pengujian ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan diterima 
atau tidaknya hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Jika nilai probabilitas 
(sig.) > tingkat signifikansi (α), maka hipotesis ditolak. Jika nilai probabilitas 
(sig.) < tingkat signifikansi (α), maka hipotesis diterima. Nilai signifikansi  (𝛂) 
sebesar 5%. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi 
setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa, website resmi Kementrian Dalam Negeri, 
BPS pusat dan provinsi di Pulau Jawa, dan website resmi Kementrian 
Perhubungan. Data yang berasal dari website pemda berupa ketersediaan laporan 
keuangan selama periode 2014-2017 digunakan untuk mengukur variabel IFR. 
Data yang berasal dari website kemendagri berupa daftar daerah otonom di 
Indonesia digunakan untuk menghitung variabel umur pemerintah daerah. 
 Selain itu, terdapat data yang berasal dari BPS pusat berupa data PDRB per 
kabupaten/kota di Indonesia yang digunakan untuk menghitung PDRB per kapita 
setiap daerah. Variabel jumlah penduduk diperoleh dari website BPS provinsi 
yang ada di Pulau Jawa. Daftar bandara dan pelabuhan yang terdapat pada website 
kemenhub digunakan untuk menghitung variabel ketersediaan prasarana 
transportasi. 
 Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di 
Pulau Jawa yang berjumlah 112 pemda. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh 
penulis. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan, dari 112 
populasi diperoleh sampel sebanyak 47 pemerintah daerah kabupaten/kota dengan 
jumlah tahun pengamatan 4 tahun (2014-2017), maka jumlah keseluruhan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 188 data. 
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Tabel 4.1 
Daftar Sampel Penelitian 
NO 
NAMA 
KABUPATEN/KOTA 
NO 
NAMA 
KABUPATEN/KOTA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Kota Bandung  
Kota Bogor 
Kabupaten Karawang  
Kabupaten Tasikmalaya  
Kabupaten Kuningan  
Kabupaten Majalengka 
Kota Bekasi  
Kota Semarang 
Kabupaten Klaten  
Kabupaten Sukoharjo  
Kabupaten Kudus  
Kabupaten Pemalang  
Kabupaten Purbalingga  
Kabupaten Kebumen 
Kabupaten Jepara  
Kabupaten Temanggung  
Kabupaten Purworejo  
Kabupaten Wonosobo  
Kabupaten Cilacap  
Kabupaten Pati  
Kabupaten Grobogan  
Kabupaten Wonogiri 
Kabupaten Blora  
Kota Surakarta  
 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 
Kota Pekalongan  
Kota Magelang  
Kota Salatiga 
Kota Surabaya 
Kabupaten Gresik 
Kabupaten Mojokerto  
Kabupaten Jombang  
Kabupaten Bojonegoro 
Kabupaten Lamongan 
Kabupaten Ponorogo  
Kabupaten Pacitan  
Kabupaten Malang 
Kabupaten Probolinggo 
Kabupaten Lumajang 
Kabupaten Situbondo  
Kabupaten Pamekasan  
Kabupaten Sumenep  
Kota Madiun  
Kota Malang  
Kabupaten Bantul  
Kota Tangerang 
Kabupaten Serang  
Kabupaten Lebak  
Sumber: Data diolah, 2019 
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4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 
Langkah awal yang dilakukan dalam pengujian variabel adalah analisis 
statistik deskriptif. Analisis ini digunakan untuk melihat keseluruhan sampel yang 
digunakan dalam penelitian dan untuk memberikan gambaran dari data 
yangdilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari 
variabel penelitian. 
Nilai minimum menggambarkan nilai terkecil dari hasil pengolahan 
sampel. Nilai maksimum menggambarkan nilai terbesar yang berasal dari hasil 
analisis data. Mean merupakan nilai rata-rata yang menggambarkan jumlah data 
dibandingkan dengan banyaknya data dari masing-masing variabel. Standar 
deviasi merupakan hasil pengukuran yang menjelaskan distribusi atau variabilitas 
yang terdapat pada data yang dianalisis. 
Tabel 4.2 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
IFR 188 .00 1.00 .8191 .38592 
Ln_POP 188 11.70 14.87 13.7540 .65962 
Ln_AGE 188 2.89 4.20 4.1246 .23802 
Ln_WEALTH 188 8.33 12.19 10.3740 .73330 
TRANS 188 .00 1.00 .3617 .48178 
Valid N (listwise) 188     
Sumber: Output SPSS 22, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.2, maka hasil analisis statistik deskriptif dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Internet Financial Reporting 
Hasil uji analisis statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa nilai 
minimum variabel IFR adalah sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Nilai 
rata-rata (mean) variabel IFR dari keseluruhan jumlah sampel sebesar 188 
adalah sebesar 0,8191 pada standar deviasi sebesar 0,38592. 
Nilai rata-rata sebesar 0,8191 atau 81,91% menunjukkan bahwa 
sebagian besar sampel pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa 
menyampaikan laporan keuangan di website resmi mereka. Nilai deviasi 
standar variabel IFR lebih kecil dari nilai rata-rata (0,38592 < 0,8191) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel data tidak bervariasi atau hampir 
sama. 
2. Jumlah Penduduk 
Hasil uji analisis statistik deskripsi menunjukkan hasil bahwa nilai 
minimum variabel jumlah penduduk adalah sebesar 11.70 dan nilai maksimum 
sebesar 14.87. Nilai rata-rata (mean) variabel jumlah penduduk adalah sebesar 
13.7540 pada standar deviasi sebesar 0,65962. Nilai rata-rata sebesar 13.7540 
dari 14.87 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk pada pemerintah 
daerah di Jawa tergolong besar. Nilai deviasi standar variabel jumlah 
penduduk lebih kecil dari nilai rata-rata (0,65962 < 13.7540) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel data tidak bervariasi atau hampir sama. 
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3. Umur Pemerintah Daerah  
Hasil uji analisis statistik deskripsi menunjukkan hasil bahwa nilai 
minimum variabel umur pemerintah daerah adalah sebesar 2.89 dan nilai 
maksimum sebesar 4.20. Nilai rata-rata (mean) variabel umur pemerintah 
daerah adalah sebesar 4.1246 pada standar deviasi sebesar 0,23802. Nilai rata-
rata sebesar 4.1246 dari 4.20 menunjukkan bahwa rata-rata umur pemerintah 
daerah di Jawa tergolong tua. Nilai deviasi standar variabel umur pemerintah 
daerah lebih kecil dari nilai rata-rata (0,23802 < 4.1246) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel data tidak bervariasi atau hampir sama. 
4. Kekayaan Daerah 
Hasil uji analisis statistik deskripsi menunjukkan hasil bahwa nilai 
minimum variabel kekayaan daerah adalah sebesar 8.33 dan nilai maksimum 
sebesar 12.19. Nilai rata-rata (mean) variabel kekayaan daerah adalah sebesar 
10.3740 pada standar deviasi sebesar 0.73330. Nilai rata-rata sebesar 10.3740 
dari 12.19 menunjukkan bahwa rata-rata kekayaan daerah di Jawa tergolong 
merata. Nilai deviasi standar variabel kekayaan daerah lebih kecil dari nilai 
rata-rata (0.73330 < 10.3740) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel data 
tidak bervariasi atau hampir sama. 
5. Ketersediaan Prasarana Transportasi 
Hasil uji analisis statistik deskripsi menunjukkan hasil bahwa nilai 
minimum variabel ketersediaan prasarana transportasi adalah sebesar 0 dan 
nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata (mean) variabel ketersediaan 
prasarana transportasi adalah sebesar 0.3617 pada standar deviasi sebesar 
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0.48178. Nilai rata-rata sebesar 0.3617 dari 1 menunjukkan bahwa rata-rata 
ketersediaan prasarana transportasi di Jawa tergolong kurang. Nilai deviasi 
standar variabel ketersediaan prasarana transportasi lebih besar dari nilai rata-
rata (0.48178 > 0.3617) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel data 
bervariasi atau berbeda. 
 
4.2.2. Uji Goodness of Fit 
Kelayakan model regresi dinilai dengan melihat output pada uji Hosmer 
and Lemeshow’s. Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis nol (0) bahwa 
data empiris cocok atau sesuai dengan model dan tidak dapat perbedaan antara 
model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Data dapat dikatakan 
sesuai dengan model apabila nilai Hosmer and Lemeshow > 5% (0,05). 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Goodness of Fit 
 
 
 
Sumber: Output SPSS 22, 2019 
 
Tabel 4.3 menunjukan bahwa nilai Chi-square sebesar 4,908 dengan 
signifikasi sebesar 0,767. Berdasarkan  hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
model dapat dikatakan fit karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% (0,767 > 
0,05). 
  
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 
1 4.908 8 .767 
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4.2.3. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (Overall Fit Model Test) 
Dalam penelitian ini, untuk menguji overall fit model test menggunakan 
metode uji likelihood L. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai 
antara -2 Log Likelihood awal (hasil block number 0) dengan nilai -2 Log 
Likelihood akhir (hasil block number 1). Model dapat dikatakan baik apabila 
terjadi penurunan nilai antara -2 Log Likelihood awal dengan nilai -2 Log 
Likelihood akhir. 
Tabel 4.4 
Uji LikelihoodL Awal (Block Number 0) 
 
Iteration Historya,b,c 
Iteration -2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant 
Step 0 
1 179.330 1.277 
2 177.735 1.495 
3 177.728 1.511 
4 177.728 1.511 
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 177.728 
c. Estimation terminated at iteration number 4 
because parameter estimates changed by less 
than .001. 
Sumber: Output SPSS 22, 2019 
 
Nilai Uji nilai -2 log likelihood saat block number = 1 dalam penelitian ini 
177.728. Apabila nilai -2 log likelihood pada saat block number = 0 > nilai -2 log 
likelihood saat block number = 1, maka menunjukkan model regresi yang baik. 
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Tabel 4.5 
Uji Likelihood L Akhir (Block Number 1) 
Iteration Historya,b,c,d 
Iteration -2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant Ln_POP Ln_AGE Ln_wealth trans 
Step 1 
1 163.157 14.555 -.755 -.848 .049 .264 
2 150.721 28.289 -1.617 -1.693 .237 .474 
3 146.699 40.703 -2.454 -2.428 .473 .673 
4 146.267 46.260 -2.825 -2.754 .572 .781 
5 146.263 46.905 -2.868 -2.791 .582 .795 
6 146.263 46.912 -2.868 -2.791 .582 .796 
7 146.263 46.912 -2.868 -2.791 .582 .796 
a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 177.728 
d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates 
changed by less than .001. 
Sumber: Output SPSS 22, 2019 
 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai -2 Log Likelihood setelah 
memasukkan 4 variabel independen adalah 146.263. Jadi, nilai -2 Log Likelihood 
mengalami penurunan sebesar 31,465 (177.728 – 146.263 = 31,465). Df1: (n-k) = 
47 dan df2: 47–4 = 43. Selisih df1 dan df2: 47–43 = 4. Dengan melihat tabel, 
dengan df = 4, diperoleh angka sebesar 2.776.  
Jadi, nilai penurunan -2 Log Likelihood dinyatakan signifikan karena nilai 
penurunan -2 Log Likelihood lebih besar dari nilai tabel (31,465 > 2.776). Hal ini 
dapat diindikasikan bahwa penambahan variabel independen ke dalam model 
membuat model menjadi lebih baik setelah sebelumnya model telah fit saat diuji 
hanya dengan konstanta saja tanpa menyertakan variabel independen. 
  
46 
 
 
 
4.2.4. Cox and Snell’s R Square dan Nagellkerke’s R Square 
Nilai Cox and Snell’s R Square dan Nagellkerke’s R Square menunjukkan 
seberapa besar variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 
independen. 
Tabel 4.6 
Uji Cox and Snell’s R Square dan Nagellkerke’s R Square 
Model Summary 
Step -2 Log 
likelihood 
Cox & Snell 
R Square 
Nagelkerke 
R Square 
1 146.263a .154 .252 
a. Estimation terminated at iteration number 7 
because parameter estimates changed by less 
than .001. 
Sumber: Output SPSS 22, 2019 
Berdasarkan Tabel 4.6, besar nilai koefisien determinasi Cox and Snell’s R 
Square dan Nagellkerke’s R Square berturut-turut sebesar 0,154 dan 0,252 yang 
berarti variabel dependen (IFR) dijelaskan oleh variabel independen (jumlah 
penduduk, umur pemerintah daerah, kekayaan daerah dan ketersediaan prasarana 
transportasi) sebesar 25,2% sedangkan sebesar 74,8% dipengaruhi oleh variabel di 
luar model penelitian. 
 
4.2.5. Tabel Matriks Klasifikasi 
Tabel ini berfungsi untuk menunjukkan kekuatan prediksi dari model 
regresi untuk memprediksi kemungkinan IFR yang dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten/kota. Tabel ini sebagai penguat bahwa tidak adanya perbedaan yang 
signifikan antara data hasil observasi dengan data prediksi. 
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Tabel 4.7 
Tabel Matrik Klasifikasi 
Classification Tablea 
Observed 
Predicted 
IFR Percentage 
Correct .00 1.00 
Step 1 
IFR 
.00 3 31 8.8 
1.00 5 149 96.8 
Overall Percentage 
  
80.9 
a. The cut value is .500 
Sumber: Output SPSS 22, 2019 
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah pemerintah daerah yang diprediksi 
tidak menyampaikan IFR sebanyak 3 pemerintah daerah, sedangkan berdasarkan 
data pengamatan, pemerintah daerah yang tidak menyampaikan IFR sebanyak 34 
pemerintah daerah. Sehingga, nilai kekuatan prediksi pemerintah daerah yang 
tidak menyampaikan IFR sebesar 8,8%. 
Tabel 4.7 juga menunjukkan bahwa jumlah pemerintah daerah yang 
diprediksi menyampaikan IFR sebanyak 149 pemerintah daerah, sedangkan 
berdasarkan data pengamatan, pemerintah daerah yang menyampaikan 
IFRsebanyak 154 pemerintah daerah. Sehingga, nilai kekuatan prediksi 
pemerintah daerah yang melakukan IFR sebesar 96,8%. 
Secara keseluruhan, model ini mampu memprediksi penyampaian IFR 
pemerintah daerah dengan tingkat keakuratan sebesar 80,9%. Semakin tinggi nilai 
persentase keseluruhan yang dapat diprediksi oleh model regresi logistik, maka 
semakin sedikit perbedaan pada data hasil prediksi dan data observasi yang berarti 
bahwa regresi logistik dapat dikatakan baik. 
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4.2.6. Analisis Regresi Logistik 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Regresi Logistik 
Sumber: Output SPSS 22, 2019 
Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh hasil pengujian pada koefisien regresi sebagai 
berikut: 
DIFR = α + β1LnPOP + β2LnAGE + β3Ln WEALTH+ β4 DTRANS+ e 
          = 46.912 - 2.868 LnPOP - 2.791LnAGE + 0.582LnWEALTH  
 + 0.796TRANS + e 
Hasil pengujian pada Tabel 4.8 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Jumlah Penduduk (POP) 
Dari Tabel 4.8 dapat diketahui besarnya koefisien regresi jumlah 
penduduk sebesar -2.868 dengan nilai wald sebesar 17.066 dan nilai 
signifikansi sebesar 0.000. Nilai koefisien regresi jumlah penduduk bernilai 
negatif berbeda dengan pengajuan teori dimana bernilai positif. Nilai 
signifikansi variable jumlah penduduk lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 
EXP(B) 
Lower Upper 
Step 1a 
Ln_POP -2.868 .694 17.066 1 .000 .057 .015 .221 
Ln_AGE -2.791 1.360 4.213 1 .040 .061 .004 .882 
Ln_WEA
LTH 
.582 .319 3.326 1 .068 1.790 .957 3.348 
TRANS .796 .515 2.385 1 .122 2.216 .807 6.082 
Constant 46.912 11.969 15.363 1 .000 2.364   
a. Variable(s) entered on step 1: Ln_POP, Ln_AGE, Ln_WEALTH, TRANS. 
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menunjukkan bahwa bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap IFR. 
Dengan demikian, maka H1 diterima. 
2. Umur Pemerintah Daerah (AGE) 
Dari Tabel 4.8 dapat diketahui besarnya koefisien regresi umur 
pemerintah daerah sebesar -2.791 dengan nilai wald sebesar 4.213 dan nilai 
signifikansi sebesar 0.040. Nilai koefisien umur pemerintah daerah bernilai 
negatif berbeda dengan pengajuan teori yang bernilai positif. Nilai 
signifikansi variable umur pemerintah daerah lebih kecil dari 0,05 
(0,040<0,05) menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh 
terhadap IFR. Dengan demikian, maka H2 diterima. 
3. Kekayaan Daerah (WEALTH) 
Dari Tabel 4.8 dapat diketahui besarnya koefisien regresi kekayaan 
daerah sebesar 0.582 dengan nilai wald sebesar 3.326 dan nilai signifikansi 
sebesar 0.068. Nilai signifikansi variable kekayaan daerah lebih besar dari 
0,05 (0,068>0,05) menunjukkan bahwa bahwa kekayaan daerahtidak 
berpengaruh terhadap IFR. Dengan demikian, maka H3 ditolak. 
4. Ketersediaan Prasarana Transportasi (TRANS) 
Dari Tabel 4.8 dapat diketahui besarnya koefisien regresi 
ketersediaan prasarana transportasi sebesar 0.796 dengan nilai wald sebesar 
2.385 dan nilai signifikansi sebesar 0.122. Nilai signifikansi variable 
ketersediaan prasarana transportasi lebih besar dari 0,05 (0,122> 0,05) 
menunjukkan bahwa bahwa ketersediaan prasarana transportasi tidak 
berpengaruh terhadap IFR. Dengan demikan, H4 ditolak.  
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4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Internet Financial Reporting 
(IFR) 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel jumlah 
penduduk berpengaruh negatif terhadap IFR. Jumlah penduduk yang banyak 
mendorong pemda menjadi lebih baik dalam melakukan pelayanan pengungkapan 
(Prihanjanto dan Wardani, 2013). Hal tersebut tidak terbukti dimana jumlah 
penduduk yang lebih sedikit juga mampu mendorong pemda dalam melakukan 
pengungkapan informasi keuangan di website mereka. Sampel Pemda yang 
memiliki jumlah penduduk lebih sedikit juga memberikan pelayanan terkait IFR. 
Angka jumlah penduduk yang mendiami Pulau Jawa mencapai 56,82% 
dari total seluruh penduduk di Indonesia. Hasil tersebut didukung dengan 
perhitungan sampel yaitu 26 dari 47 kabupaten kota di Jawa atau 55,3% memiliki 
jumah penduduk diatas 1 juta. Bahkan, 5 dari 26 pemda tersebut memiliki jumlah 
penduduk diatas 2 juta orang. Akan tetapi, masih terdapat 44,7% daerah yang 
jumlah penduduknya <1 juta penduduk. Bahkan, terdapat 6 dari 21 pemda 
memiliki jumlah penduduk berkisar diantara 120 ribu- 550 ribu penduduk. 
Lazwad et al. (2005) meyatakan bahwa pemakaian dan akses internet di 
daerah tujuan urbanisasi lebih tinggi. Hal tersebut memungkinkan bahwa 
pelaporan keuangan di internet akan lebih banyak dipraktikkan pada daerah yang 
memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Akan tetapi, jika daerah 
urbanisasi (semisal kota) maka hanya ada 9 kota dengan 2 kota seperti Magelang 
dan Salatiga yang bukan tujuan urbanisasi yang artinya hanya 19% total sampel 
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dan 31% dari total pemda di Jawa. Mayoritas sampel adalah pemda kabupaten 
sebanyak 81% dan 45% dari total pemda kabupaten yang daerah tersebut bukan 
termasuk daerah urbanisasi masyarakat di Jawa. 
Dari penelitian menunjukan bahwa pemda yang memiliki tingkat 
kepadatan penduduk yang sedikit dan didukung tingkat peradaban masyarakatnya 
yang sudah maju juga akan memberikan akses informasi yang luas kepada 
masyarakatnya. Hal ini menunjukkan daerah yang memiliki tingkat kompleksitas 
yang lebih rendah juga akan menyebabkan kemauan dari Pemda untuk 
mengungkapkan informasi lebih banyak kepada masyarakat (Puspita dan Martani, 
2012). 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 
menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap IFR. Penelitian 
tersebut meliputi penelitian yang dilakukan oleh Jimoh dan Okoye (2016), 
Hendriyani dan Tahar (2015), Prihanjanto dan Wardani (2013), Puspita dan 
Martani (2012), Hilmi dan Martani (2012), Style dan Tennyson (2007). 
 
4.3.2. Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Internet Financial 
Reporting (IFR). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel umur pememrintah daerah 
berpengaruh negatif terhadap IFR. Teori menyebutkan bahwa pemda yang telah 
lama berdiri memiliki kemampuan yang baik untuk mengungkapkan informasi 
dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP dibandingkan dengan yang lebih 
muda atau baru didirikan (Hamami, 2009). Begitu juga yang berkaitan dengan 
sistem administrasi berbagai pengalamannya akan dimiliki dalam proses 
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administrasi dan pencatatan (Lesmana,2010). Akan tetapi, pemda yang menjadi 
sampel tidak semua telah lama berdiri dan terdapat pemda yang yang jauh lebih 
muda juga melakukan IFR. 
Hasil perhitungan sampel menunjukan bahwa 79,5% pemda di Jawa 
terbentuk pada tahun 1950. Masih terdapat 20,5% pemda yang dibentuk setalah 
tahun tersebut. Meskipun hanya 3 dari 47 sampel atau 6,4% yang tahun 
terbentuknya diatas tahun 1950 yaitu 1972, 1993 dan 1996 namun ketiga pemda 
tersebut menyampaikan IFR selama 4 tahun berturut-turut dan 1 pemda 3 tahun 
berturut-turut. Semakin tua umur suatu pemda tidak selalu mendorong IFR karena 
9 pemda terbentuk 1950 hanya melakukan IFR 2 tahun dan 2 diantaranya 1 tahun 
saja. Pemda dengan umur administratif yang muda juga telah cukup mapan dan 
berpengalaman untuk melakukan pengungkapan yang lebih baik  
Penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian terkait pegaruh umur 
pemerintah daerah terhadap IFR. Beberapa penelitian yang sejalan dengan 
penelitian ini diantaranya adalah Rikafitri (2017), Naopal, Sri, dan Siska (2017), 
Girsang dan Etna (2015), dan Setyaningrum dan Syafitri (2012).  Penelitian 
mereka menyatakan bahwa terdapat pengaruh umur pemda terhadap 
pengungkapan informasi keuangan melalui website pemda. 
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4.3.3. Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Internet Financial Reporting 
(IFR)  
Berdasarkan pengujian LnPDRB per kapita, diperoleh hasil bahwa 
variabel kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap IFR. Tinggi atau rendahnya 
PDRB per kapita belum mencerminkan pengungkapan informasi keuangan 
melalui IFR. Data persebaran sampel menunjukan persentase merata antara daerah 
dengan PDRB per kapita tinggi dan rendah. Meskipun PDRB per kapita 
mendukung akses internet akan tetapi hanya sedikit orang yang menyoroti 
mengenai keuangan pemerintah daerah melalui internet salah satunya terkait 
penelitian. 
 Sampel menunjukan 36% pemda dengan PDRB perkapita kurang dari 20 
juta per tahun dan 31% pemda dengan PDRB per kapita diatas 50 juta per tahun. 
Ada ketimpangan yang besar antar daerah yang memilik PDRB per kapita tinggi 
dan rendah. Dalam sampel Kabupaten Serang sebagai daerah dengan PDRB per 
kapita tertinggi memiliki PDRB per kapita 150 juta-196 juta dalam kurun 2014-
2017, sedangkan Tasikmalaya terendah dengan PDRB per kapita 7,8 juta-10,5 
juta dalam kurun waktu yang sama. Data ini didukung data dari BPS Jawa Barat 
(2018) dimana Tasikamalaya termasuk daerah dengan Persentase Penduduk 
Miskin tinggi yakni 11,99%. 
Meskipun tingkat PDRB yang tinggi mempengaruhi kemampuan 
penggunaan internet yang semakin besar, masyarakat saat ini lebih banyak 
menggunakan internet untuk mencari kebutuhan pribadi mereka akan fashion, 
gaya hidup dan lainnya. Jenis layanan yang diakses pengguna internet terbanyak 
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adalah aplikasi chatting (89,35%), media sosial (87,13%), mesin pencari 
(74,84%), lihat gambar/foto (72,79%), lihat video (69,64%), dan sisanya aktivitas 
berinternet lainnya (APJII, 2017).  
Kemungkinan lainya adalah karena adanya ketidakpercayaan masyarakat 
akan pelayanan publik, sehingga masyarakat akan terlihat cuek akan segala 
sesuatu yang dilakukan pemerintah daerah termasuk dalam penerapan IFR. 
Masyarakat akan meminta informasi terkait LKPD dalam internet ketika mereka 
membutuhkan dan selebihnya kemungkinan permintaan tersebut tidak ada. Ini 
terbukti dari data APJII (2017) bahwa kecenderungan masyarakat memanfaatkan 
internet layanan publik untuk informasi UU/peraturan (16,17%), informasi 
administrasi (12,51%), pendaftaran SIM/KTP/Paspor/BPJS (11,78%), lapor pajak 
(11,12%), dan lapor pengaduan (9,58%). 
Verawati (2015) menyatakan PDRB per kapita tidak menjadi alasan 
signifikan aksesibilitas IFR, tetapi ada tidaknya kultur mendokumentasi data. 
Salah satu kesulitan besar yang dihadapi pemda adalah kurangnya kebiasaan 
mendokumentasikan dengan media teknologi informasi. Padahal kemampuan 
mendokumentasi ini menjadi bagian dari standar software engineering yang 
seharusnya telah menjadi kompetensi pemerintah. Selain itu e-leadership, yaitu 
prioritas dan inisiatif pemerintah daerah tersebut di dalam mengantisipasi dan 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi juga menjadi alasan penting. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 
menyatakan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap IFR. Penelitian 
tersebut meliputi penelitian dari Prabowo (2017), Jimoh dan Okoye (2016), 
Nosihana dan Yaya (2016), Verawati (2015), dan Prihanjanto dan Wardani 
(2013). 
 
4.3.4. Pengaruh Ketersediaan Prasarana Transportasi  Terhadap Internet 
Financial Reporting (IFR) 
Berdasarkan pengujian statistik diperoleh hasil variabel ketersediaan 
prasarana transportasi tidak berpengaruh terhadap IFR. Ada atau tidaknya 
prasarana transportasi yang tersedia belum mencerminkan pengungkapan 
informasi keuangan melalui IFR. Hal ini karena tidak semua daerah di Jawa 
memiliki bandara/pelabuhan. Selama kurun waktu sampel 4 tahun hanya ada 17 
daerah yang memiliki pelabuhan/bandara dengan hanya 5 daerah yang memiliki 
keduanya. Penolakan ini juga didukung masih rendahnya minat masyarakat 
terhadap moda transportasi laut yakni <36% (www.ppid.dephub.go.id, 2016).  
Sampel tentang ketersediaan prasarana transportasi tidak mendukung 
karena memiliki nilai 0 atau tidak tersedia. Ini artinya 64% daerah yang menjadi 
sampel tidak memiliki bandara/pelabuhan. Meski pun Pulau Jawa termasuk 
daerah maju di Indonesia terkait ketersediaan bandara dan pelabuhan akan tetapi 
hanya ada 27 bandara dan 29 pelabuhan yang tersebar di Jawa. Daerah di Pulau 
Jawa masih mengandalkan transportasi darat. Ini terbukti dengan adanya survei 
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dari katadata.co.id (2016) dimana 93% ruas jalan tol di Indonesia terdapat di 
Jawa. 
Ada dan tidaknya prasarana transportasi tidak berpengaruh terhadap cara 
masyarakat mendapatkan informasi terkait keuangan pemda yang biasanya 
mereka lakukan lewat Pos Indonesia, email dan bahkan langsung mendatangi 
pemda yang dituju. Penelitian ini berbeda dari penelitian Jimoh dan Okoye (2016) 
dimana variabel prasarana transportasi berpengaruh terhadap IFR.  
 
 BAB V 
PENUTUP 
 
5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Jumlah penduduk berpengaruh secara negatif terhadap Internet Financial 
Reporting (IFR). Hal ini menunjukan bahwa dengan lebih sedikitnya jumlah 
penduduk juga berpengaruh terhadap ketersediaan Internet Financial 
Reporting (IFR). 
2. Umur pemerintah daerah berpengaruh secara negatif terhadap Internet 
Financial Reporting (IFR). Hal ini menunjukan bahwa dengan umur 
administratif pemerintah daerah yang muda juga berpengaruh terhadap 
ketersediaan Internet Financial Reporting (IFR). 
3. Kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting 
(IFR). Hal ini menunjukan bahwa tinggi dan rendahnya  PDRB per kapita 
tidak berpengaruh terhadap ketersediaan Internet Financial Reporting (IFR). 
4. Ketersediaan prasarana transportasi tidak berpengaruh terhadap Internet 
Financial Reporting (IFR). Hal ini menunjukan bahwa ada dan tidaknya 
prasarana transportasi yang tersedia tidak berpengaruh terhadap ketersediaan 
Internet Financial Reporting (IFR). 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
1. Hanya meneliti ketersediaan informasi keuangan pada situs pemerintah 
kabupaten dan kota yang terdapat di Pulau Jawa. 
2. Masih rendahnya kemampuan variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini dalam memengaruhi variabel dependenyang diuji yakni 25,2%. 
3. Minimnya literatur jurnal terkait pengukuran IFR menggunakan variable 
ketersediaan prasarana transportasi di Indonesia. 
5.3. Saran-Saran 
1. Bagi Pemerintah Daerah 
a. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan transparansi informasi 
keuangan daerah melalui IFR sebagaimana telah dinyatakan dalan UU 
No.14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik dan keluarnya 
Intruksi Mendagri No.188.52/1797/SJ terkait pedoman pelaporan anggaran 
serta PP No.71 Tahun 2010. 
b. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kualitas layanan dan tampilan 
website  yang lebih update. Pemda harus memastikan bahwa menu yang 
ditampilkan di laman website dapat diakses dan tidak error terutama 
terkait menu transparansi anggaran, TPAD dan PPID. 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
a. Menambah variabel independen yang lain seperti alokasi biaya 
pengembangan website, kualitas SDM dan sebagainya mengingat masih 
terdapat sebesar 74,8% variabel independen lain di luar model penelitian 
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ini karena variabel independen pada model penelitian ini hanya bisa 
menjelaskan variabel dependen sebesar 25,2%. 
b. Memperluas/mengganti objek penelitian untuk mengetahui apakah 
terdapat pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi IFR pada 
pemerintah daerah lain. 
c. Mempersempit obyek penelitian dengan fokus pada pemda tertentu agar 
dapat mendalami praktik IFR di pemda tersebut. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
No 
Bulan Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
X X X X X X X X X X X X X X X X              
   
2 Konsultasi    X X   X        X X                
3 
Revisi 
Proposal 
                X X X X          
   
4 
Pengumpulan 
Data 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X        
   
5 Analisis Data                     X X X X         
6 
Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                      X X X X    
   
7 
Pendaftaran 
Munaqasyah 
                          X   
   
8 Munaqasyah                              X   
9 Revisi Skripsi                               X  
Catatan: Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan 
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Lampiran 2 
Daftar Kabupaten/Kota se-Jawa  
NO 
NAMA 
KABUPATEN/KOTA 
NO 
NAMA 
KABUPATEN/KOTA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Kabupaten Lebak 
Kabupaten Pandeglang 
Kabupaten Serang 
Kabupaten Tangerang 
Kota Tangerang 
Kota Cilegon 
Kota Serang 
Kota Tangerang Selatan 
Kabupaten Bandung 
Kabupaten Bekasi 
Kabupaten Bogor 
Kabupaten Ciamis 
Kabuapetn Cianjur 
Kabupaten Cirebon 
Kabupaten Garut 
Kabupaten Indramayu 
Kabupaten Kuningan 
Kabupaten Karawang 
Kabupaten Majalengka 
Kabupaten Sukabumi  
Kabupaten Sumedang 
Kabupaten Tasikmalaya 
Kabupaten Purwakarta 
Kabupaten Subang 
Kabupaten Bandung Barat 
Kabupaten Pangandaran 
Kota Bandung 
Kota Bogor  
Kota Cirebon 
Kota Sukabumi 
Kota Bekasi 
Kota Depok 
Kota Cimahi 
Kota Tasikmalaya 
Kota Banjar 
Kota Semarang 
Kabupaten Semarang 
Kota Salatiga 
Kabupaten Pati 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Kota Magelang 
Kabupaten Magelang 
Kabupaten Purworejo 
Kabupaten Temanggung 
Kabupaten Wonosobo 
Kota Pekalongan 
Kabupaten Pekalongan 
Kabupaten Banyumas 
Kabupaten Batang 
Kabupaten Kendal 
Kabupaten Tegal 
Kota Tegal 
Kabupaten Brebes 
Kabupaten Pemalang 
Kabupaten Bangkalan 
Kabupaten Banyuwangi 
Kabupaten Blitar 
Kabupaten Bojonegoro 
Kabupaten Bondowoso 
Kabupaten Sumenep 
Kabupaten Trenggalek 
Kabupaten Tuban 
Kabupaten Tulungagung 
Kabupaten Gresik 
Kabupaten Jember 
Kabupaten Jombang 
Kabupaten Kediri 
Kabupaten Lamongan 
Kabupaten Lumajang 
Kabupaten Madiun 
Kabupaten Magetan 
Kabupaten Malang 
Kabupaten Mojokerto 
Kabupaten Nganjuk 
Kabupaten Ngawi 
Kabupaten Pacitan 
Kabupaten Pamekasan 
Kabupaten Pasuruan 
Kabupaten Ponorogo 
68 
 
 
 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
 
Kabupaten Demak 
Kabupaten Kudus 
Kabupaten Jepara 
Kabupaten Rembang 
Kota Surakarta 
Kabupaten Boyolali 
Kabupaten Klaten 
Kabupaten Sukoharjo 
Kabupaten Wonogiri 
Kabupaten Blora 
Kabupaten Grobogan 
Kabupaten Karanganyar 
Kabupaten Sragen 
Kabupaten Banjarnegara 
Kabupaten Cilacap 
Kabupaten Kebumen 
Kabupaten Purbalingga 
 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
 
Kobupaten Sampang 
Kabupaten Sidoarjo 
Kabupaten Situbondo 
Kota Kediri 
Kota Madiun 
Kota Malang 
Kota Surabaya 
Kota Mojokerto 
Kota Pasuruan 
Kota Probolinggo 
Kota Blitar 
Kota Batu 
Kabupaten Bantul 
Kabupaten Gunung Kidul 
Kabupaten Sleman 
Kabupaten Kulon Progo 
Kota Yogyakarta 
Sumber: http://otda.kemendagri.go.id 
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Lampiran 3 
Daftar Sampel Penelitian 
NO 
NAMA 
KABUPATEN/KOTA 
NO 
NAMA 
KABUPATEN/KOTA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Kota Bandung  
Kota Bogor 
Kabupaten Karawang  
Kabupaten Tasikmalaya  
Kabupaten Kuningan  
Kabupaten Majalengka 
Kota Bekasi  
Kota Semarang 
Kabupaten Klaten  
Kabupaten Sukoharjo  
Kabupaten Kudus  
Kabupaten Pemalang  
Kabupaten Purbalingga  
Kabupaten Kebumen 
Kabupaten Jepara  
Kabupaten Temanggung  
Kabupaten Purworejo  
Kabupaten Wonosobo  
Kabupaten Cilacap  
Kabupaten Pati  
Kabupaten Grobogan  
Kabupaten Wonogiri 
Kabupaten Blora  
Kabupaten Surakarta  
 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 
Kota Pekalongan  
Kota Magelang  
Kota Salatiga 
Kota Surabaya 
Kabupaten Gresik 
Kabupaten Mojokerto  
Kabupaten Jombang  
KabupatenBojonegoro 
Kabupaten Lamongan 
Kabupaten Ponorogo  
Kabupaten Pacitan  
Kabupaten Malang 
Kabupaten Probolinggo 
Kabupaten Lumajang 
Kabupaten Situbondo  
Kabupaten Pamekasan  
Kabupaten Sumenep  
Kota Madiun  
Kota Malang  
Kabupaten Bantul  
Kota Tangerang 
Kabupaten Serang  
Kabupaten Lebak  
 Sumber:Data diolah Penulis, 2018 
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Lampiran 4 
Tabulasi Data 
No Kabupaten Kota IFR POP AGE 
WEAL
TH 
TRA
NS 
Tahun 
1 Kota Bandung  1 14.72 4.16 11.15 1 
2014 
2 Kota Bogor 1 13.85 4.16 10.25 0 
3 Kabupaten Karawang  1 14.63 4.16 11.15 0 
4 KabTasikmalaya  1 14.36 4.16 8.97 1 
5 Kabupaten Kuningan  1 13.86 4.16 9.57 0 
6 KabMajalengka 1 13.98 4.16 9.70 0 
7 Kota Bekasi  1 14.79 2.89 10.10 0 
8 Kota Semarang 1 14.33 4.16 11.20 1 
9 Kabupaten Klaten  1 13.96 4.16 10.03 0 
10 Kabupaten Sukoharjo  1 13.66 4.16 10.26 0 
11 Kabupaten Kudus  1 13.62 4.16 11.47 0 
12 Kabupaten Pemalang  1 14.07 4.16 9.48 0 
13 KabPurbalingga  1 13.70 4.16 9.84 1 
14 Kabupaten Kebumen 1 13.98 4.16 9.67 0 
15 Kabupaten Jepara  1 13.97 4.16 9.75 1 
16 Kab Temanggung  1 13.51 4.16 9.89 0 
17 Kabupaten Purworejo  1 13.47 4.16 9.79 0 
18 Kabupaten Wonosobo  1 13.56 4.16 9.73 0 
19 Kabupaten Cilacap  1 14.34 4.16 10.91 1 
20 Kabupaten Pati  1 14.02 4.16 10.05 0 
21 Kabupaten Grobogan  1 14.11 4.16 9.51 0 
22 Kabupaten Wonogiri 1 13.76 4.16 9.94 0 
23 Kabupaten Blora  1 13.65 4.16 9.79 1 
24 Kabupaten Surakarta  1 13.14 4.16 11.05 1 
25 Kota Pekalongan  1 12.59 4.16 10.86 0 
26 Kota Magelang  1 11.70 4.16 10.80 0 
27 Kota Salatiga 1 12.11 4.16 10.80 0 
28 Kota Surabaya 1 14.86 4.16 11.77 1 
29 Kabupaten Gresik 1 14.03 4.16 11.23 1 
30 Kabupaten Mojokerto  1 13.88 4.16 8.33 0 
31 Kabupaten Jombang  1 14.03 4.16 9.97 0 
32 KabBojonegoro 1 14.02 4.16 10.62 0 
33 Kabupaten Lamongan 1 13.99 4.16 9.98 0 
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34 Kabupaten Ponorogo  1 13.67 4.16 9.65 0 
35 Kabupaten Pacitan  1 13.22 4.16 9.86 0 
36 Kabupaten Malang 1 14.74 4.16 10.17 1 
37 KabProbolinggo 1 13.94 4.16 9.93 1 
38 Kabupaten Lumajang 1 13.84 4.16 9.97 0 
39 Kabupaten Situbondo  1 13.41 3.74 9.90 0 
40 Kabupaten Pamekasan  1 13.64 4.16 9.49 1 
41 Kabupaten Sumenep  1 13.88 4.16 10.19 1 
42 Kota Madiun  1 12.07 4.16 10.88 0 
43 Kota Malang  1 13.65 4.16 10.92 1 
44 Kabupaten Bantul  1 13.77 4.16 9.82 0 
45 Kota Tangerang 1 13.84 3.04 11.40 1 
46 Kabupaten Serang  1 12.69 4.16 11.97 1 
47 Kabupaten Lebak  1 13.38 4.16 10.27 0 
48 Kota Bandung  1 14.72 4.17 11.28 1 
2015 
49 Kota Bogor 1 13.86 4.17 10.34 0 
50 Kabupaten Karawang  1 14.64 4.17 11.21 0 
51 KabTasikmalaya  1 14.37 4.17 9.08 1 
52 Kabupaten Kuningan  1 13.87 4.17 9.69 0 
53 KabMajalengka 0 13.98 4.17 9.80 0 
54 Kota Bekasi  1 14.81 2.94 10.17 0 
55 Kota Semarang 1 14.35 4.17 11.28 1 
56 Kabupaten Klaten  1 13.96 4.17 10.13 0 
57 Kabupaten Sukoharjo  1 13.67 4.17 10.34 0 
58 Kabupaten Kudus  1 13.63 4.17 11.53 0 
59 Kabupaten Pemalang  1 14.07 4.17 9.57 0 
60 KabPurbalingga  1 13.71 4.17 9.93 1 
61 Kabupaten Kebumen 1 13.99 4.17 9.77 0 
62 Kabupaten Jepara  1 13.99 4.17 9.83 1 
63 KabTemanggung  1 13.52 4.17 9.98 0 
64 Kabupaten Purworejo  1 13.47 4.17 9.88 0 
65 Kabupaten Wonosobo  1 13.56 4.17 9.81 0 
66 Kabupaten Cilacap  1 14.34 4.17 10.97 1 
67 Kabupaten Pati  1 14.02 4.17 10.14 0 
68 Kabupaten Grobogan  0 14.12 4.17 9.61 0 
69 Kabupaten Wonogiri 1 13.76 4.17 10.03 0 
70 Kabupaten Blora  1 13.66 4.17 9.86 1 
71 Kabupaten Surakarta  1 13.15 4.17 11.13 1 
72 Kota Pekalongan  1 12.60 4.17 10.95 0 
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73 Kota Magelang  1 11.70 4.17 10.89 0 
74 Kota Salatiga 1 12.12 4.17 10.88 0 
75 Kota Surabaya 1 14.86 4.17 11.87 1 
76 Kabupaten Gresik 1 14.04 4.17 11.29 1 
77 Kabupaten Mojokerto  1 13.89 4.17 8.42 0 
78 Kabupaten Jombang  1 14.03 4.17 10.06 0 
79 KabBojonegoro 1 14.03 4.17 10.58 0 
80 Kabupaten Lamongan 1 13.99 4.17 10.09 0 
81 Kabupaten Ponorogo  1 13.67 4.17 9.75 0 
82 Kabupaten Pacitan  1 13.22 4.17 9.95 0 
83 Kabupaten Malang 1 14.75 4.17 10.28 1 
84 KabProbolinggo 1 13.95 4.17 10.02 1 
85 Kabupaten Lumajang 1 13.85 4.17 10.07 0 
86 Kabupaten Situbondo  1 13.41 3.76 10.00 0 
87 Kabupaten Pamekasan  1 13.65 4.17 9.59 1 
88 Kabupaten Sumenep  1 13.89 4.17 10.14 1 
89 Kota Madiun  1 12.07 4.17 10.97 0 
90 Kota Malang  1 13.65 4.17 11.02 1 
91 Kabupaten Bantul  1 13.79 4.17 9.90 0 
92 Kota Tangerang 1 13.86 3.09 11.48 1 
93 Kabupaten Serang  1 12.71 4.17 12.05 1 
94 Kabupaten Lebak  1 13.39 4.17 10.37 0 
95 Kota Bandung  1 14.73 4.19 11.38 1 
2016 
 
96 Kota Bogor 0 13.88 4.19 10.41 0 
97 Kabupaten Karawang  1 14.65 4.19 11.28 0 
98 KabTasikmalaya  0 14.37 4.19 9.17 1 
99 Kabupaten Kuningan  1 13.88 4.19 9.77 0 
100 KabMajalengka 0 13.99 4.19 9.88 0 
101 Kota Bekasi  1 14.84 3 10.22 0 
102 Kota Semarang 1 14.36 4.19 11.34 1 
103 Kabupaten Klaten  1 13.97 4.19 10.21 0 
104 Kabupaten Sukoharjo  1 13.68 4.19 10.42 0 
105 Kabupaten Kudus  1 13.64 4.19 11.58 0 
106 Kabupaten Pemalang  1 14.07 4.19 9.65 0 
107 KabPurbalingga  1 13.72 4.19 10.00 1 
108 Kabupaten Kebumen 1 13.99 4.19 9.84 0 
109 Kabupaten Jepara  1 14.00 4.19 9.89 1 
110 KabTemanggung  1 13.53 4.19 10.06 0 
111 Kabupaten Purworejo  1 13.48 4.19 9.95 0 
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112 Kabupaten Wonosobo  1 13.57 4.19 9.89 0 
113 Kabupaten Cilacap  0 14.35 4.19 10.98 1 
114 Kabupaten Pati  1 14.03 4.19 10.21 0 
115 Kabupaten Grobogan  0 14.12 4.19 9.68 0 
116 Kabupaten Wonogiri 0 13.77 4.19 10.10 0 
117 Kabupaten Blora  1 13.66 4.19 10.06 1 
118 Kabupaten Surakarta  1 13.15 4.19 11.21 1 
119 Kota Pekalongan  1 12.61 4.19 11.02 0 
120 Kota Magelang  1 11.70 4.19 10.97 0 
121 Kota Salatiga 1 12.14 4.19 10.94 0 
122 Kota Surabaya 0 14.87 4.19 11.97 1 
123 Kabupaten Gresik 1 14.06 4.19 11.35 1 
124 Kabupaten Mojokerto  0 13.90 4.19 8.50 0 
125 Kabupaten Jombang  0 14.04 4.19 10.15 0 
126 KabBojonegoro 1 14.03 4.19 10.71 0 
127 Kabupaten Lamongan 1 13.99 4.19 10.19 0 
128 Kabupaten Ponorogo  1 13.68 4.19 9.85 0 
129 Kabupaten Pacitan  1 13.22 4.19 10.05 0 
130 Kabupaten Malang 0 14.76 4.19 10.37 1 
131 KabProbolinggo 1 13.95 4.19 10.10 1 
132 Kabupaten Lumajang 1 13.85 4.19 10.16 0 
133 Kabupaten Situbondo  1 13.42 3.78 10.09 0 
134 Kabupaten Pamekasan  1 13.66 4.19 9.67 1 
135 Kabupaten Sumenep  1 13.89 4.19 10.20 1 
136 Kota Madiun  1 12.08 4.19 11.06 0 
137 Kota Malang  1 13.66 4.19 11.11 1 
138 Kabupaten Bantul  1 13.80 4.19 9.97 0 
139 Kota Tangerang 1 13.88 3.14 11.53 1 
140 Kabupaten Serang  1 12.72 4.19 12.11 1 
141 Kabupaten Lebak  1 13.39 4.19 10.44 0 
142 Kota Bandung  0 14.73 4.2 11.47 1 
2017 
143 Kota Bogor 0 13.88 4.2 10.50 0 
144 Kabupaten Karawang  0 14.66 4.2 11.34 0 
145 KabTasikmalaya  0 14.37 4.2 9.26 1 
146 Kab Kuningan  1 13.88 4.2 9.85 0 
147 KabMajalengka 0 13.99 4.2 9.95 0 
148 Kota Bekasi  0 14.84 3.04 10.30 0 
149 Kota Semarang 1 14.36 4.2 11.44 1 
150 Kabupaten Klaten  1 13.97 4.2 10.29 0 
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151 Kabupaten Sukoharjo  0 13.68 4.2 10.50 0 
152 Kabupaten Kudus  1 13.64 4.2 11.66 0 
153 Kabupaten Pemalang  0 14.07 4.2 9.73 0 
154 Kab Purbalingga  0 13.72 4.2 10.07 1 
155 Kabupaten Kebumen 0 13.99 4.2 9.91 0 
156 Kabupaten Jepara  1 14.00 4.2 9.97 1 
157 KabTemanggung  1 13.53 4.2 10.13 0 
158 Kabupaten Purworejo  1 13.48 4.2 10.03 0 
159 Kabupaten Wonosobo  1 13.57 4.2 9.95 0 
160 Kabupaten Cilacap  0 14.35 4.2 11.04 1 
161 Kabupaten Pati  1 14.03 4.2 10.29 0 
162 Kabupaten Grobogan  0 14.12 4.2 9.76 0 
163 Kabupaten Wonogiri 1 13.77 4.2 10.18 0 
164 Kabupaten Blora  0 13.66 4.2 10.15 1 
165 Kabupaten Surakarta  1 13.15 4.2 11.29 1 
166 Kota Pekalongan  1 12.61 4.2 10.34 0 
167 Kota Magelang  1 11.70 4.2 11.05 0 
168 Kota Salatiga 1 12.14 4.2 11.02 0 
169 Kota Surabaya 0 14.87 4.2 12.06 1 
170 Kabupaten Gresik 1 14.06 4.2 11.41 1 
171 Kabupaten Mojokerto  0 13.90 4.2 8.59 0 
172 Kabupaten Jombang  0 14.04 4.2 10.24 0 
173 KabBojonegoro 0 14.03 4.2 10.73 0 
174 Kabupaten Lamongan 1 13.99 4.2 10.28 0 
175 Kabupaten Ponorogo  0 13.68 4.2 9.93 0 
176 Kabupaten Pacitan  1 13.22 4.2 10.14 0 
177 Kabupaten Malang 0 14.76 4.2 10.46 1 
178 Kab Probolinggo 0 13.95 4.2 10.19 1 
179 Kabupaten Lumajang 0 13.85 4.2 10.24 0 
180 Kabupaten Situbondo  1 13.42 3.81 10.18 0 
181 Kabupaten Pamekasan  1 13.66 4.2 9.76 1 
182 Kabupaten Sumenep  1 13.89 4.2 10.26 1 
183 Kota Madiun  1 12.08 4.2 11.15 0 
184 Kota Malang  1 13.66 4.2 11.20 1 
185 Kabupaten Bantul  0 13.80 4.2 10.04 0 
186 Kota Tangerang 1 13.88 3.18 11.60 1 
187 Kabupaten Serang  1 12.72 4.2 12.19 1 
188 Kabupaten Lebak  1 13.39 4.2 10.52 0 
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Data Internet Financial Reporting 
No Kabupaten Kota IFR Kode Tahun 
1 Kota Bandung  Ada 1 
2014 
2 Kota Bogor Ada 1 
3 Kabupaten Karawang  Ada 1 
4 Kabupaten Tasikmalaya  Ada 1 
5 Kabupaten Kuningan  Ada 1 
6 Kabupaten Majalengka Ada 1 
7 Kota Bekasi  Ada 1 
8 Kota Semarang Ada 1 
9 Kabupaten Klaten  Ada 1 
10 Kabupaten Sukoharjo  Ada 1 
11 Kabupaten Kudus  Ada 1 
12 Kabupaten Pemalang  Ada 1 
13 Kabupaten Purbalingga  Ada 1 
14 Kabupaten Kebumen Ada 1 
15 Kabupaten Jepara  Ada 1 
16 Kabupaten Temanggung  Ada 1 
17 Kabupaten Purworejo  Ada 1 
18 Kabupaten Wonosobo  Ada 1 
19 Kabupaten Cilacap  Ada 1 
20 Kabupaten Pati  Ada 1 
21 Kabupaten Grobogan  Ada 1 
22 Kabupaten Wonogiri Ada 1 
23 Kabupaten Blora  Ada 1 
24 Kabupaten Surakarta  Ada 1 
25 Kota Pekalongan  Ada 1 
26 Kota Magelang  Ada 1 
27 Kota Salatiga Ada 1 
28 Kota Surabaya Ada 1 
29 Kabupaten Gresik Ada 1 
30 Kabupaten Mojokerto  Ada 1 
31 Kabupaten Jombang  Ada 1 
32 Kabupaten Bojonegoro Ada 1 
33 Kabupaten Lamongan Ada 1 
34 Kabupaten Ponorogo  Ada 1 
35 Kabupaten Pacitan  Ada 1 
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36 Kabupaten Malang Ada 1 
37 Kabupaten Probolinggo Ada 1 
38 Kabupaten Lumajang Ada 1 
39 Kabupaten Situbondo  Ada 1 
40 Kabupaten Pamekasan  Ada 1 
41 Kabupaten Sumenep  Ada 1 
42 Kota Madiun  Ada 1 
43 Kota Malang  Ada 1 
44 Kabupaten Bantul  Ada 1 
45 Kota Tangerang Ada 1 
46 Kabupaten Serang  Ada 1 
47 Kabupaten Lebak  Ada 1 
48 Kota Bandung  Ada 1 
2015 
49 Kota Bogor Ada 1 
50 Kabupaten Karawang  Ada 1 
51 Kabupaten Tasikmalaya  Ada 1 
52 Kabupaten Kuningan  Ada 1 
53 Kabupaten Majalengka Tidak ada 0 
54 Kota Bekasi  Ada 1 
55 Kota Semarang Ada 1 
56 Kabupaten Klaten  Ada 1 
57 Kabupaten Sukoharjo  Ada 1 
58 Kabupaten Kudus  Ada 1 
59 Kabupaten Pemalang  Ada 1 
60 Kabupaten Purbalingga  Ada 1 
61 Kabupaten Kebumen Ada 1 
62 Kabupaten Jepara  Ada 1 
63 Kabupaten Temanggung  Ada 1 
64 Kabupaten Purworejo  Ada 1 
65 Kabupaten Wonosobo  Ada 1 
66 Kabupaten Cilacap  Ada 1 
67 Kabupaten Pati  Ada 1 
68 Kabupaten Grobogan  Tidak ada 0 
69 Kabupaten Wonogiri Ada 1 
70 Kabupaten Blora  Ada 1 
71 Kabupaten Surakarta  Ada 1 
72 Kota Pekalongan  Ada 1 
73 Kota Magelang  Ada 1 
74 Kota Salatiga Ada 1 
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75 Kota Surabaya Ada 1 
76 Kabupaten Gresik Ada 1 
77 Kabupaten Mojokerto  Ada 1 
78 Kabupaten Jombang  Ada 1 
79 Kabupaten Bojonegoro Ada 1 
80 Kabupaten Lamongan Ada 1 
81 Kabupaten Ponorogo  Ada 1 
82 Kabupaten Pacitan  Ada 1 
83 Kabupaten Malang Ada 1 
84 Kabupaten Probolinggo Ada 1 
85 Kabupaten Lumajang Ada 1 
86 Kabupaten Situbondo  Ada 1 
87 Kabupaten Pamekasan  Ada 1 
88 Kabupaten Sumenep  Ada 1 
89 Kota Madiun  Ada 1 
90 Kota Malang  Ada 1 
91 Kabupaten Bantul  Ada 1 
92 Kota Tangerang Ada 1 
93 Kabupaten Serang  Ada 1 
94 Kabupaten Lebak  Ada 1 
95 Kota Bandung  Ada 1 
2016 
96 Kota Bogor Tidak ada 0 
97 Kabupaten Karawang  Ada 1 
98 Kabupaten Tasikmalaya  Tidak ada 0 
99 Kabupaten Kuningan  Ada 1 
100 Kabupaten Majalengka Tidak ada 0 
101 Kota Bekasi  Ada 1 
102 Kota Semarang Ada 1 
103 Kabupaten Klaten  Ada 1 
104 Kabupaten Sukoharjo  Ada 1 
105 Kabupaten Kudus  Ada 1 
106 Kabupaten Pemalang  Ada 1 
107 Kabupaten Purbalingga  Ada 1 
108 Kabupaten Kebumen Ada 1 
109 Kabupaten Jepara  Ada 1 
110 Kabupaten Temanggung  Ada 1 
111 Kabupaten Purworejo  Ada 1 
112 Kabupaten Wonosobo  Ada 1 
113 Kabupaten Cilacap  Tidak ada 0 
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114 Kabupaten Pati  Ada 1 
115 Kabupaten Grobogan  Tidak ada 0 
116 Kabupaten Wonogiri Tidak ada 0 
117 Kabupaten Blora  Ada 1 
118 Kabupaten Surakarta  Ada 1 
119 Kota Pekalongan  Ada 1 
120 Kota Magelang  Ada 1 
121 Kota Salatiga Ada 1 
122 Kota Surabaya Tidak ada 0 
123 Kabupaten Gresik Ada 1 
124 Kabupaten Mojokerto  Tidak ada 0 
125 Kabupaten Jombang  Tidak ada 0 
126 Kabupaten Bojonegoro Ada 1 
127 Kabupaten Lamongan Ada 1 
128 Kabupaten Ponorogo  Ada 1 
129 Kabupaten Pacitan  Ada 1 
130 Kabupaten Malang Tidak ada 0 
131 Kabupaten Probolinggo Ada 1 
132 Kabupaten Lumajang Ada 1 
133 Kabupaten Situbondo  Ada 1 
134 Kabupaten Pamekasan  Ada 1 
135 Kabupaten Sumenep  Ada 1 
136 Kota Madiun  Ada 1 
137 Kota Malang  Ada 1 
138 Kabupaten Bantul  Ada 1 
139 Kota Tangerang Ada 1 
140 Kabupaten Serang  Ada 1 
141 Kabupaten Lebak  Ada 1 
142 Kota Bandung  Tidak ada 0 
2017 
 
143 Kota Bogor Tidak ada 0 
144 Kabupaten Karawang  Tidak ada 0 
145 Kabupaten Tasikmalaya  Tidak ada 0 
146 Kabupaten Kuningan  Ada 1 
147 Kabupaten Majalengka Tidak ada 0 
148 Kota Bekasi  Tidak ada 0 
149 Kota Semarang Ada 1 
150 Kabupaten Klaten  Ada 1 
151 Kabupaten Sukoharjo  Tidak ada 0 
152 Kabupaten Kudus  Ada 1 
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153 Kabupaten Pemalang  Tidak ada 0 
154 Kabupaten Purbalingga  Tidak ada 0 
155 Kabupaten Kebumen Tidak ada 0 
156 Kabupaten Jepara  Ada 1 
157 Kabupaten Temanggung  Ada 1 
158 Kabupaten Purworejo  Ada 1 
159 Kabupaten Wonosobo  Ada 1 
160 Kabupaten Cilacap  Tidak ada 0 
161 Kabupaten Pati  Ada 1 
162 Kabupaten Grobogan  Tidak ada 0 
163 Kabupaten Wonogiri Ada 1 
164 Kabupaten Blora  Tidak ada 0 
165 Kabupaten Surakarta  Ada 1 
166 Kota Pekalongan  Ada 1 
167 Kota Magelang  Ada 1 
168 Kota Salatiga Ada 1 
169 Kota Surabaya Tidak ada 0 
170 Kabupaten Gresik Ada 1 
171 Kabupaten Mojokerto  Tidak ada 0 
172 Kabupaten Jombang  Tidak ada 0 
173 Kabupaten Bojonegoro Tidak ada 0 
174 Kabupaten Lamongan Ada 1 
175 Kabupaten Ponorogo  Tidak ada 0 
176 Kabupaten Pacitan  Ada 1 
177 Kabupaten Malang Tidak ada 0 
178 Kabupaten Probolinggo Tidak ada 0 
179 Kabupaten Lumajang Tidak ada 0 
180 Kabupaten Situbondo  Ada 1 
181 Kabupaten Pamekasan  Ada 1 
182 Kabupaten Sumenep  Ada 1 
183 Kota Madiun  Ada 1 
184 Kota Malang  Ada 1 
185 Kabupaten Bantul  Tidak ada 0 
186 Kota Tangerang Ada 1 
187 Kabupaten Serang  Ada 1 
188 Kabupaten Lebak  Ada 1 
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Data Jumlah Penduduk 
No Kabupaten Kota POP LnPOP Tahun 
1 Kota Bandung  2,470,802  14.72 
2014 
 
2 Kota Bogor 1,032,387  13.85 
3 Kabupaten Karawang  2,250,120  14.63 
4 Kabupaten Tasikmalaya  1,728,587  14.36 
5 Kabupaten Kuningan  1,049,084  13.86 
6 Kabupaten Majalengka 1,176,313  13.98 
7 Kota Bekasi  2,642,508  14.79 
8 Kota Semarang 1,672,722  14.33 
9 Kabupaten Klaten  1,154,532  13.96 
10 Kabupaten Sukoharjo  857,159  13.66 
11 Kabupaten Kudus  821,252  13.62 
12 Kabupaten Pemalang  1,284,785  14.07 
13 Kabupaten Purbalingga  889,386  13.70 
14 Kabupaten Kebumen 1,181,372  13.98 
15 Kabupaten Jepara  1,170,853  13.97 
16 Kabupaten Temanggung  739,177  13.51 
17 Kabupaten Purworejo  708,361  13.47 
18 Kabupaten Wonosobo  773,622  13.56 
19 Kabupaten Cilacap  1,686,347  14.34 
20 Kabupaten Pati  1,226,054  14.02 
21 Kabupaten Grobogan  1,344,569  14.11 
22 Kabupaten Wonogiri 946,210  13.76 
23 Kabupaten Blora  848,758  13.65 
24 Kabupaten Surakarta  510,290  13.14 
25 Kota Pekalongan  293,699  12.59 
26 Kota Magelang  120,444  11.70 
27 Kota Salatiga 181,275  12.11 
28 Kota Surabaya 2,833,924  14.86 
29 Kabupaten Gresik 1,241,613  14.03 
30 Kabupaten Mojokerto  1,070,486  13.88 
31 Kabupaten Jombang  1,234,501  14.03 
32 Kabupaten Bojonegoro 1,232,386  14.02 
33 Kabupaten Lamongan 1,187,084  13.99 
34 Kabupaten Ponorogo  865,809  13.67 
35 Kabupaten Pacitan  549,481  13.22 
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36 Kabupaten Malang 2,527,087  14.74 
37 Kabupaten Probolinggo 1,132,690  13.94 
38 Kabupaten Lumajang 1,026,378  13.84 
39 Kabupaten Situbondo  666,013  13.41 
40 Kabupaten Pamekasan  836,224  13.64 
41 Kabupaten Sumenep  1,067,202  13.88 
42 Kota Madiun  174,373  12.07 
43 Kota Malang  845,973  13.65 
44 Kabupaten Bantul  959,445  13.77 
45 Kota Tangerang 1,021,298  13.84 
46 Kabupaten Serang  323,701  12.69 
47 Kabupaten Lebak  645,703  13.38 
48 Kota Bandung  2,481,469  14.72 
2015 
 
49 Kota Bogor 1,048,387  13.86 
50 Kabupaten Karawang  2,273,579  14.64 
51 Kabupaten Tasikmalaya  1,735,998  14.37 
52 Kabupaten Kuningan  1,055,417  13.87 
53 Kabupaten Majalengka 1,182,109  13.98 
54 Kota Bekasi  2,714,825  14.81 
55 Kota Semarang 1,701,114  14.35 
56 Kabupaten Klaten  1,158,795  13.96 
57 Kabupaten Sukoharjo  864,207  13.67 
58 Kabupaten Kudus  831,303  13.63 
59 Kabupaten Pemalang  1,288,577  14.07 
60 Kabupaten Purbalingga  898,376  13.71 
61 Kabupaten Kebumen 1,184,882  13.99 
62 Kabupaten Jepara  1,188,289  13.99 
63 Kabupaten Temanggung  745,825  13.52 
64 Kabupaten Purworejo  710,386  13.47 
65 Kabupaten Wonosobo  777,122  13.56 
66 Kabupaten Cilacap  1,694,726  14.34 
67 Kabupaten Pati  1,232,889  14.02 
68 Kabupaten Grobogan  1,351,429  14.12 
69 Kabupaten Wonogiri 949,017  13.76 
70 Kabupaten Blora  852,108  13.66 
71 Kabupaten Surakarta  512,226  13.15 
72 Kota Pekalongan  296,404  12.60 
73 Kota Magelang  120,792  11.70 
74 Kota Salatiga 183,815  12.12 
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75 Kota Surabaya 2,848,583  14.86 
76 Kabupaten Gresik 1,256,313  14.04 
77 Kabupaten Mojokerto  1,080,389  13.89 
78 Kabupaten Jombang  1,240,985  14.03 
79 Kabupaten Bojonegoro 1,236,607  14.03 
80 Kabupaten Lamongan 1,187,795  13.99 
81 Kabupaten Ponorogo  867,393  13.67 
82 Kabupaten Pacitan  550,986  13.22 
83 Kabupaten Malang 2,544,315  14.75 
84 Kabupaten Probolinggo 1,140,480  13.95 
85 Kabupaten Lumajang 1,030,193  13.85 
86 Kabupaten Situbondo  669,713  13.41 
87 Kabupaten Pamekasan  845,314  13.65 
88 Kabupaten Sumenep  1,072,113  13.89 
89 Kota Madiun  174,995  12.07 
90 Kota Malang     851,298  13.65 
91 Kabupaten Bantul  972,511  13.79 
92 Kota Tangerang 1,045,113  13.86 
93 Kabupaten Serang  329,806  12.71 
94 Kabupaten Lebak  650,912  13.39 
95 Kota Bandung  2,490,622  14.73 
2016 
 
96 Kota Bogor 1,064,687  13.88 
97 Kabupaten Karawang  2,296,979  14.65 
98 Kabupaten Tasikmalaya  1,746,002  14.37 
99 Kabupaten Kuningan  1,062,714  13.88 
100 Kabupaten Majalengka 1,189,013  13.99 
101 Kota Bekasi  2,787,142  14.84 
102 Kota Semarang 1,729,083  14.36 
103 Kabupaten Klaten  1,163,218  13.97 
104 Kabupaten Sukoharjo  871,397  13.68 
105 Kabupaten Kudus  841,499  13.64 
106 Kabupaten Pemalang  1,292,609  14.07 
107 Kabupaten Purbalingga  907,507  13.72 
108 Kabupaten Kebumen 1,188,603  13.99 
109 Kabupaten Jepara  1,205,800  14.00 
110 Kabupaten Temanggung  752,486  13.53 
111 Kabupaten Purworejo  712,686  13.48 
112 Kabupaten Wonosobo  780,793  13.57 
113 Kabupaten Cilacap  1,703,390  14.35 
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114 Kabupaten Pati  1,239,989  14.03 
115 Kabupaten Grobogan  1,358,404  14.12 
116 Kabupaten Wonogiri 951,975  13.77 
117 Kabupaten Blora  855,573  13.66 
118 Kabupaten Surakarta  514,171  13.15 
119 Kota Pekalongan  299,222  12.61 
120 Kota Magelang  121,112  11.70 
121 Kota Salatiga 186,420  12.14 
122 Kota Surabaya 2,863,242  14.87 
123 Kabupaten Gresik 1,271,013  14.06 
124 Kabupaten Mojokerto  1,090,292  13.90 
125 Kabupaten Jombang  1,247,469  14.04 
126 Kabupaten Bojonegoro 1,240,828  14.03 
127 Kabupaten Lamongan 1,188,506  13.99 
128 Kabupaten Ponorogo  868,977  13.68 
129 Kabupaten Pacitan  552,491  13.22 
130 Kabupaten Malang 2,561,543  14.76 
131 Kabupaten Probolinggo 1,148,270  13.95 
132 Kabupaten Lumajang 1,034,008  13.85 
133 Kabupaten Situbondo  673,413  13.42 
134 Kabupaten Pamekasan  854,404  13.66 
135 Kabupaten Sumenep  1,077,024  13.89 
136 Kota Madiun  175,617  12.08 
137 Kota Malang  856,623  13.66 
138 Kabupaten Bantul  983,527  13.80 
139 Kota Tangerang 1,068,606  13.88 
140 Kabupaten Serang  335,803  12.72 
141 Kabupaten Lebak  655,607  13.39 
142 Kota Bandung  2,490,622  14.73 
2017 
 
143 Kota Bogor 1,064,687  13.88 
144 Kabupaten Karawang  2,320,379  14.66 
145 Kabupaten Tasikmalaya  1,746,002  14.37 
146 Kabupaten Kuningan  1,062,714  13.88 
147 Kabupaten Majalengka 1,189,013  13.99 
148 Kota Bekasi  2,787,142  14.84 
149 Kota Semarang 1,729,083  14.36 
150 Kabupaten Klaten  1,163,218  13.97 
151 Kabupaten Sukoharjo  871,397  13.68 
152 Kabupaten Kudus  841,499  13.64 
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153 Kabupaten Pemalang  1,292,609  14.07 
154 Kabupaten Purbalingga  907,507  13.72 
155 Kabupaten Kebumen 1,188,603  13.99 
156 Kabupaten Jepara  1,205,800  14.00 
157 Kabupaten Temanggung  752,486  13.53 
158 Kabupaten Purworejo  12,686  13.48 
159 Kabupaten Wonosobo  780,793  13.57 
160 Kabupaten Cilacap  1,703,390  14.35 
161 Kabupaten Pati  1,239,989  14.03 
162 Kabupaten Grobogan  1,358,404  14.12 
163 Kabupaten Wonogiri 951,975  13.77 
164 Kabupaten Blora     855,573  13.66 
165 Kabupaten Surakarta  514,171  13.15 
166 Kota Pekalongan  299,222  12.61 
167 Kota Magelang  121,112  11.70 
168 Kota Salatiga 186,420  12.14 
169 Kota Surabaya 2,863,242  14.87 
170 Kabupaten Gresik 1,271,013  14.06 
171 Kabupaten Mojokerto  1,090,292  13.90 
172 Kabupaten Jombang  1,247,469  14.04 
173 Kabupaten Bojonegoro 1,240,828  14.03 
174 Kabupaten Lamongan 1,188,506  13.99 
175 Kabupaten Ponorogo  868,977  13.68 
176 Kabupaten Pacitan  552,491  13.22 
177 Kabupaten Malang 2,561,543  14.76 
178 Kabupaten Probolinggo 1,148,270  13.95 
179 Kabupaten Lumajang 1,034,008  13.85 
180 Kabupaten Situbondo  673,413  13.42 
181 Kabupaten Pamekasan  854,404  13.66 
182 Kabupaten Sumenep  1,077,024  13.89 
183 Kota Madiun  175,617  12.08 
184 Kota Malang  856,623  13.66 
185 Kabupaten Bantul  983,527  13.80 
186 Kota Tangerang 1,068,606  13.88 
187 Kabupaten Serang  335,803  12.72 
188 Kabupaten Lebak  655,607  13.39 
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Data Umur Pemerintah Daerah 
No Kabupaten Kota AGE LnAGE Tahun 
1 Kota Bandung  64 4.16 
2014 
 
2 Kota Bogor 64 4.16 
3 Kabupaten Karawang  64 4.16 
4 Kabupaten Tasikmalaya  64 4.16 
5 Kabupaten Kuningan  64 4.16 
6 Kabupaten Majalengka 64 4.16 
7 Kota Bekasi  18 2.89 
8 Kota Semarang 64 4.16 
9 Kabupaten Klaten  64 4.16 
10 Kabupaten Sukoharjo  64 4.16 
11 Kabupaten Kudus  64 4.16 
12 Kabupaten Pemalang  64 4.16 
13 Kabupaten Purbalingga  64 4.16 
14 Kabupaten Kebumen 64 4.16 
15 Kabupaten Jepara  64 4.16 
16 Kabupaten Temanggung  64 4.16 
17 Kabupaten Purworejo  64 4.16 
18 Kabupaten Wonosobo  64 4.16 
19 Kabupaten Cilacap  64 4.16 
20 Kabupaten Pati  64 4.16 
21 Kabupaten Grobogan  64 4.16 
22 Kabupaten Wonogiri 64 4.16 
23 Kabupaten Blora  64 4.16 
24 Kabupaten Surakarta  64 4.16 
25 Kota Pekalongan  64 4.16 
26 Kota Magelang  64 4.16 
27 Kota Salatiga 64 4.16 
28 Kota Surabaya 64 4.16 
29 Kabupaten Gresik 64 4.16 
30 Kabupaten Mojokerto  64 4.16 
31 Kabupaten Jombang  64 4.16 
32 Kabupaten Bojonegoro 64 4.16 
33 Kabupaten Lamongan 64 4.16 
34 Kabupaten Ponorogo  64 4.16 
35 Kabupaten Pacitan  64 4.16 
36 Kabupaten Malang 64 4.16 
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37 Kabupaten Probolinggo 64 4.16 
38 Kabupaten Lumajang 64 4.16 
39 Kabupaten Situbondo  42 3.74 
40 Kabupaten Pamekasan  64 4.16 
41 Kabupaten Sumenep  64 4.16 
42 Kota Madiun  64 4.16 
43 Kota Malang  64 4.16 
44 Kabupaten Bantul  64 4.16 
45 Kota Tangerang 21 3.04 
46 Kabupaten Serang  64 4.16 
47 Kabupaten Lebak  64 4.16 
48 Kota Bandung  65 4.17 
2015 
 
49 Kota Bogor 65 4.17 
50 Kabupaten Karawang  65 4.17 
51 Kabupaten Tasikmalaya  65 4.17 
52 Kabupaten Kuningan  65 4.17 
53 Kabupaten Majalengka 65 4.17 
54 Kota Bekasi  19 2.94 
55 Kota Semarang 65 4.17 
56 Kabupaten Klaten  65 4.17 
57 Kabupaten Sukoharjo  65 4.17 
58 Kabupaten Kudus  65 4.17 
59 Kabupaten Pemalang  65 4.17 
60 Kabupaten Purbalingga  65 4.17 
61 Kabupaten Kebumen 65 4.17 
62 Kabupaten Jepara  65 4.17 
63 Kabupaten Temanggung  65 4.17 
64 Kabupaten Purworejo  65 4.17 
65 Kabupaten Wonosobo  65 4.17 
66 Kabupaten Cilacap  65 4.17 
67 Kabupaten Pati  65 4.17 
68 Kabupaten Grobogan  65 4.17 
69 Kabupaten Wonogiri 65 4.17 
70 Kabupaten Blora  65 4.17 
71 Kabupaten Surakarta  65 4.17 
72 Kota Pekalongan  65 4.17 
73 Kota Magelang  65 4.17 
74 Kota Salatiga 65 4.17 
75 Kota Surabaya 65 4.17 
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76 Kabupaten Gresik 65 4.17 
77 Kabupaten Mojokerto  65 4.17 
78 Kabupaten Jombang  65 4.17 
79 Kabupaten Bojonegoro 65 4.17 
80 Kabupaten Lamongan 65 4.17 
81 Kabupaten Ponorogo  65 4.17 
82 Kabupaten Pacitan  65 4.17 
83 Kabupaten Malang 65 4.17 
84 Kabupaten Probolinggo 65 4.17 
85 Kabupaten Lumajang 65 4.17 
86 Kabupaten Situbondo  43 3.76 
87 Kabupaten Pamekasan  65 4.17 
88 Kabupaten Sumenep  65 4.17 
89 Kota Madiun  65 4.17 
90 Kota Malang  65 4.17 
91 Kabupaten Bantul  65 4.17 
92 Kota Tangerang 22 3.09 
93 Kabupaten Serang  65 4.17 
94 Kabupaten Lebak  65 4.17 
95 Kota Bandung  66 4.19 
2016 
 
96 Kota Bogor 66 4.19 
97 Kabupaten Karawang  66 4.19 
98 Kabupaten Tasikmalaya  66 4.19 
99 Kabupaten Kuningan  66 4.19 
100 Kabupaten Majalengka 66 4.19 
101 Kota Bekasi  20 3 
102 Kota Semarang 66 4.19 
103 Kabupaten Klaten  66 4.19 
104 Kabupaten Sukoharjo  66 4.19 
105 Kabupaten Kudus  66 4.19 
106 Kabupaten Pemalang  66 4.19 
107 Kabupaten Purbalingga  66 4.19 
108 Kabupaten Kebumen 66 4.19 
109 Kabupaten Jepara  66 4.19 
110 Kabupaten Temanggung  66 4.19 
111 Kabupaten Purworejo  66 4.19 
112 Kabupaten Wonosobo  66 4.19 
113 Kabupaten Cilacap  66 4.19 
114 Kabupaten Pati  66 4.19 
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115 Kabupaten Grobogan  66 4.19 
116 Kabupaten Wonogiri 66 4.19 
117 Kabupaten Blora  66 4.19 
118 Kabupaten Surakarta  66 4.19 
119 Kota Pekalongan  66 4.19 
120 Kota Magelang  66 4.19 
121 Kota Salatiga 66 4.19 
122 Kota Surabaya 66 4.19 
123 Kabupaten Gresik 66 4.19 
124 Kabupaten Mojokerto  66 4.19 
125 Kabupaten Jombang  66 4.19 
126 Kabupaten Bojonegoro 66 4.19 
127 Kabupaten Lamongan 66 4.19 
128 Kabupaten Ponorogo  66 4.19 
129 Kabupaten Pacitan  66 4.19 
130 Kabupaten Malang 66 4.19 
131 Kabupaten Probolinggo 66 4.19 
132 Kabupaten Lumajang 66 4.19 
133 Kabupaten Situbondo  44 3.78 
134 Kabupaten Pamekasan  66 4.19 
135 Kabupaten Sumenep  66 4.19 
136 Kota Madiun  66 4.19 
137 Kota Malang  66 4.19 
138 Kabupaten Bantul  66 4.19 
139 Kota Tangerang 23 3.14 
140 Kabupaten Serang  66 4.19 
141 Kabupaten Lebak  66 4.19 
142 Kota Bandung  67 4.2 
2017 
 
143 Kota Bogor 67 4.2 
144 Kabupaten Karawang  67 4.2 
145 Kabupaten Tasikmalaya  67 4.2 
146 Kabupaten Kuningan  67 4.2 
147 Kabupaten Majalengka 67 4.2 
148 Kota Bekasi  21 3.04 
149 Kota Semarang 67 4.2 
150 Kabupaten Klaten  67 4.2 
151 Kabupaten Sukoharjo  67 4.2 
152 Kabupaten Kudus  67 4.2 
153 Kabupaten Pemalang  67 4.2 
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154 Kabupaten Purbalingga  67 4.2 
155 Kabupaten Kebumen 67 4.2 
156 Kabupaten Jepara  67 4.2 
157 Kabupaten Temanggung  67 4.2 
158 Kabupaten Purworejo  67 4.2 
159 Kabupaten Wonosobo  67 4.2 
160 Kabupaten Cilacap  67 4.2 
161 Kabupaten Pati  67 4.2 
162 Kabupaten Grobogan  67 4.2 
163 Kabupaten Wonogiri 67 4.2 
164 Kabupaten Blora  67 4.2 
165 Kabupaten Surakarta  67 4.2 
166 Kota Pekalongan  67 4.2 
167 Kota Magelang  67 4.2 
168 Kota Salatiga 67 4.2 
169 Kota Surabaya 67 4.2 
170 Kabupaten Gresik 67 4.2 
171 Kabupaten Mojokerto  67 4.2 
172 Kabupaten Jombang  67 4.2 
173 Kabupaten Bojonegoro 67 4.2 
174 Kabupaten Lamongan 67 4.2 
175 Kabupaten Ponorogo  67 4.2 
176 Kabupaten Pacitan  67 4.2 
177 Kabupaten Malang 67 4.2 
178 Kabupaten Probolinggo 67 4.2 
179 Kabupaten Lumajang 67 4.2 
180 Kabupaten Situbondo  45 3.81 
181 Kabupaten Pamekasan  67 4.2 
182 Kabupaten Sumenep  67 4.2 
183 Kota Madiun  67 4.2 
184 Kota Malang  67 4.2 
185 Kabupaten Bantul  67 4.2 
186 Kota Tangerang 24 3.18 
187 Kabupaten Serang  67 4.2 
188 Kabupaten Lebak  67 4.2 
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Data Kekayaan Daerah (dalam ribuan rupiah) 
No Kabupaten/Kota WEALTH LnWEALTH Tahun 
1 Kota Bandung       69,896  11.15 
2014 
 
2 Kota Bogor      28,233  10.25 
3 Kabupaten Karawang       69,471  11.15 
4 Kabupaten Tasikmalaya         7,882  8.97 
5 Kabupaten Kuningan       14,297  9.57 
6 Kabupaten Majalengka      16,316  9.70 
7 Kota Bekasi       24,261  10.10 
8 Kota Semarang      73,001  11.20 
9 Kabupaten Klaten       22,755  10.03 
10 Kabupaten Sukoharjo       28,474  10.26 
11 Kabupaten Kudus       95,963  11.47 
12 Kabupaten Pemalang       13,039  9.48 
13 Kabupaten Purbalingga       18,698  9.84 
14 Kabupaten Kebumen      15,782  9.67 
15 Kabupaten Jepara       17,139  9.75 
16 Kabupaten Temanggung       19,741  9.89 
17 Kabupaten Purworejo       17,872  9.79 
18 Kabupaten Wonosobo       16,805  9.73 
19 Kabupaten Cilacap       54,571  10.91 
20 Kabupaten Pati       23,249  10.05 
21 Kabupaten Grobogan       13,523  9.51 
22 Kabupaten Wonogiri      20,786  9.94 
23 Kabupaten Blora       17,793  9.79 
24 Kabupaten Surakarta       62,831  11.05 
25 Kota Pekalongan       51,985  10.86 
26 Kota Magelang       49,201  10.80 
27 Kota Salatiga      48,937  10.80 
28 Kota Surabaya    128,921  11.77 
29 Kabupaten Gresik      75,545  11.23 
30 Kabupaten Mojokerto         4,136  8.33 
31 Kabupaten Jombang       21,336  9.97 
32 Kabupaten Bojonegoro      41,005  10.62 
33 Kabupaten Lamongan      21,654  9.98 
34 Kabupaten Ponorogo       15,470  9.65 
35 Kabupaten Pacitan       19,094  9.86 
36 Kabupaten Malang      26,090  10.17 
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37 Kabupaten Probolinggo      20,445  9.93 
38 Kabupaten Lumajang      21,418  9.97 
39 Kabupaten Situbondo       20,028  9.90 
40 Kabupaten Pamekasan       13,234  9.49 
41 Kabupaten Sumenep       26,528  10.19 
42 Kota Madiun       52,841  10.88 
43 Kota Malang       55,041  10.92 
44 Kabupaten Bantul       18,430  9.82 
45 Kota Tangerang      89,504  11.40 
46 Kabupaten Serang     158,544  11.97 
47 Kabupaten Lebak       28,798  10.27 
48 Kota Bandung       78,923  11.28 
2015 
 
49 Kota Bogor      30,871  10.34 
50 Kabupaten Karawang       73,510  11.21 
51 Kabupaten Tasikmalaya         8,777  9.08 
52 Kabupaten Kuningan       16,101  9.69 
53 Kabupaten Majalengka      17,977  9.80 
54 Kota Bekasi       26,074  10.17 
55 Kota Semarang      78,894  11.28 
56 Kabupaten Klaten       25,017  10.13 
57 Kabupaten Sukoharjo       30,909  10.34 
58 Kabupaten Kudus     101,788  11.53 
59 Kabupaten Pemalang       14,350  9.57 
60 Kabupaten Purbalingga       20,508  9.93 
61 Kabupaten Kebumen      17,522  9.77 
62 Kabupaten Jepara       18,575  9.83 
63 Kabupaten Temanggung       21,596  9.98 
64 Kabupaten Purworejo       19,492  9.88 
65 Kabupaten Wonosobo       18,209  9.81 
66 Kabupaten Cilacap       58,317  10.97 
67 Kabupaten Pati       25,326  10.14 
68 Kabupaten Grobogan       14,934  9.61 
69 Kabupaten Wonogiri      22,731  10.03 
70 Kabupaten Blora       19,209  9.86 
71 Kabupaten Surakarta       68,294  11.13 
72 Kota Pekalongan       56,696  10.95 
73 Kota Magelang       53,654  10.89 
74 Kota Salatiga      52,868  10.88 
75 Kota Surabaya    142,605  11.87 
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76 Kabupaten Gresik      80,174  11.29 
77 Kabupaten Mojokerto         4,519  8.42 
78 Kabupaten Jombang       23,488  10.06 
79 Kabupaten Bojonegoro      39,306  10.58 
80 Kabupaten Lamongan      24,201  10.09 
81 Kabupaten Ponorogo       17,196  9.75 
82 Kabupaten Pacitan       21,037  9.95 
83 Kabupaten Malang      29,022  10.28 
84 Kabupaten Probolinggo      22,525  10.02 
85 Kabupaten Lumajang      23,701  10.07 
86 Kabupaten Situbondo       22,093  10.00 
87 Kabupaten Pamekasan       14,550  9.59 
88 Kabupaten Sumenep       25,329  10.14 
89 Kota Madiun       58,242  10.97 
90 Kota Malang       60,876  11.02 
91 Kabupaten Bantul       19,871  9.90 
92 Kota Tangerang      97,181  11.48 
93 Kabupaten Serang     171,871  12.05 
94 Kabupaten Lebak       31,763  10.37 
95 Kota Bandung       87,144  11.38 
2016 
 
96 Kota Bogor      33,250  10.41 
97 Kabupaten Karawang       79,534  11.28 
98 Kabupaten Tasikmalaya         9,592  9.17 
99 Kabupaten Kuningan       17,478  9.77 
100 Kabupaten Majalengka      19,453  9.88 
101 Kota Bekasi       27,560  10.22 
102 Kota Semarang      84,434  11.34 
103 Kabupaten Klaten       27,131  10.21 
104 Kabupaten Sukoharjo       33,389  10.42 
105 Kabupaten Kudus     107,131  11.58 
106 Kabupaten Pemalang       15,501  9.65 
107 Kabupaten Purbalingga       21,955  10.00 
108 Kabupaten Kebumen      18,774  9.84 
109 Kabupaten Jepara       19,824  9.89 
110 Kabupaten Temanggung       23,291  10.06 
111 Kabupaten Purworejo       21,004  9.95 
112 Kabupaten Wonosobo       19,679  9.89 
113 Kabupaten Cilacap       58,798  10.98 
114 Kabupaten Pati       27,135  10.21 
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115 Kabupaten Grobogan       16,002  9.68 
116 Kabupaten Wonogiri      24,455  10.10 
117 Kabupaten Blora       23,334  10.06 
118 Kabupaten Surakarta       73,503  11.21 
119 Kota Pekalongan       60,921  11.02 
120 Kota Magelang       57,922  10.97 
121 Kota Salatiga      56,598  10.94 
122 Kota Surabaya    157,684  11.97 
123 Kabupaten Gresik      84,879  11.35 
124 Kabupaten Mojokerto         4,926  8.50 
125 Kabupaten Jombang       25,639  10.15 
126 Kabupaten Bojonegoro      44,794  10.71 
127 Kabupaten Lamongan      26,680  10.19 
128 Kabupaten Ponorogo       18,896  9.85 
129 Kabupaten Pacitan       23,108  10.05 
130 Kabupaten Malang      31,930  10.37 
131 Kabupaten Probolinggo      24,425  10.10 
132 Kabupaten Lumajang      25,762  10.16 
133 Kabupaten Situbondo       24,174  10.09 
134 Kabupaten Pamekasan       15,830  9.67 
135 Kabupaten Sumenep       26,897  10.20 
136 Kota Madiun       63,690  11.06 
137 Kota Malang       66,741  11.11 
138 Kabupaten Bantul       21,275  9.97 
139 Kota Tangerang    102,163  11.53 
140 Kabupaten Serang     182,446  12.11 
141 Kabupaten Lebak       34,362  10.44 
142 Kota Bandung       96,176  11.47 
2017 
 
143 Kota Bogor      36,216  10.50 
144 Kabupaten Karawang       84,073  11.34 
145 Kabupaten Tasikmalaya       10,497  9.26 
146 Kabupaten Kuningan       18,966  9.85 
147 Kabupaten Majalengka      21,033  9.95 
148 Kota Bekasi       29,723  10.30 
149 Kota Semarang      93,255  11.44 
150 Kabupaten Klaten       29,393  10.29 
151 Kabupaten Sukoharjo       36,396  10.50 
152 Kabupaten Kudus     115,882  11.66 
153 Kabupaten Pemalang       16,884  9.73 
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154 Kabupaten Purbalingga       23,655  10.07 
155 Kabupaten Kebumen      20,165  9.91 
156 Kabupaten Jepara       21,451  9.97 
157 Kabupaten Temanggung       25,028  10.13 
158 Kabupaten Purworejo       22,598  10.03 
159 Kabupaten Wonosobo       20,857  9.95 
160 Kabupaten Cilacap       62,035  11.04 
161 Kabupaten Pati       29,518  10.29 
162 Kabupaten Grobogan       17,347  9.76 
163 Kabupaten Wonogiri      26,368  10.18 
164 Kabupaten Blora       25,477  10.15 
165 Kabupaten Surakarta       79,869  11.29 
166 Kota Pekalongan       31,040  10.34 
167 Kota Magelang       63,071  11.05 
168 Kota Salatiga      61,359  11.02 
169 Kota Surabaya    172,470  12.06 
170 Kabupaten Gresik      90,510  11.41 
171 Kabupaten Mojokerto         5,375  8.59 
172 Kabupaten Jombang       27,898  10.24 
173 Kabupaten Bojonegoro      45,632  10.73 
174 Kabupaten Lamongan      29,217  10.28 
175 Kabupaten Ponorogo       20,640  9.93 
176 Kabupaten Pacitan       25,237  10.14 
177 Kabupaten Malang      35,023  10.46 
178 Kabupaten Probolinggo      26,578  10.19 
179 Kabupaten Lumajang      28,047  10.24 
180 Kabupaten Situbondo       26,376  10.18 
181 Kabupaten Pamekasan       17,265  9.76 
182 Kabupaten Sumenep       28,581  10.26 
183 Kota Madiun       69,287  11.15 
184 Kota Malang       72,917  11.20 
185 Kabupaten Bantul       22,931  10.04 
186 Kota Tangerang    109,282  11.60 
187 Kabupaten Serang     196,091  12.19 
188 Kabupaten Lebak       37,188  10.52 
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Data Ketersediaan Prasarana Transportasi 
No Kabupaten/Kota TRANS Kode Tahun 
1 Kota Bandung   Ada  1 
2014 
2 Kota Bogor  Tidak ada  0 
3 Kabupaten Karawang   Tidak ada  0 
4 Kabupaten Tasikmalaya   Ada  1 
5 Kabupaten Kuningan   Tidak ada  0 
6 Kabupaten Majalengka  Tidak ada  0 
7 Kota Bekasi   Tidak ada  0 
8 Kota Semarang  Ada  1 
9 Kabupaten Klaten   Tidak ada  0 
10 Kabupaten Sukoharjo   Tidak ada  0 
11 Kabupaten Kudus   Tidak ada  0 
12 Kabupaten Pemalang   Tidak ada  0 
13 Kabupaten Purbalingga   Ada  1 
14 Kabupaten Kebumen  Tidak ada  0 
15 Kabupaten Jepara   Ada  1 
16 Kabupaten Temanggung   Tidak ada  0 
17 Kabupaten Purworejo   Tidak ada  0 
18 Kabupaten Wonosobo   Tidak ada  0 
19 Kabupaten Cilacap   Ada  1 
20 Kabupaten Pati   Tidak ada  0 
21 Kabupaten Grobogan   Tidak ada  0 
22 Kabupaten Wonogiri  Tidak ada  0 
23 Kabupaten Blora   Ada  1 
24 Kabupaten Surakarta   Ada  1 
25 Kota Pekalongan   Tidak ada  0 
26 Kota Magelang   Tidak ada  0 
27 Kota Salatiga  Tidak ada  0 
28 Kota Surabaya  Ada  1 
29 Kabupaten Gresik  Ada  1 
30 Kabupaten Mojokerto   Tidak ada  0 
31 Kabupaten Jombang   Tidak ada  0 
32 Kabupaten Bojonegoro  Tidak ada  0 
33 Kabupaten Lamongan  Tidak ada  0 
34 Kabupaten Ponorogo   Tidak ada  0 
35 Kabupaten Pacitan   Tidak ada  0 
36 Kabupaten Malang  Ada  1 
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37 Kabupaten Probolinggo  Ada  1 
38 Kabupaten Lumajang  Tidak ada  0 
39 Kabupaten Situbondo   Tidak ada  0 
40 Kabupaten Pamekasan   Ada  1 
41 Kabupaten Sumenep   Ada  1 
42 Kota Madiun   Tidak ada  0 
43 Kota Malang   Ada  1 
44 Kabupaten Bantul   Tidak ada  0 
45 Kota Tangerang  Ada  1 
46 Kabupaten Serang   Ada  1 
47 Kabupaten Lebak   Tidak ada  0 
48 Kota Bandung   Ada  1 
2015 
49 Kota Bogor  Tidak ada  0 
50 Kabupaten Karawang   Tidak ada  0 
51 Kabupaten Tasikmalaya   Ada  1 
52 Kabupaten Kuningan   Tidak ada  0 
53 Kabupaten Majalengka  Tidak ada  0 
54 Kota Bekasi   Tidak ada  0 
55 Kota Semarang  Ada  1 
56 Kabupaten Klaten   Tidak ada  0 
57 Kabupaten Sukoharjo   Tidak ada  0 
58 Kabupaten Kudus   Tidak ada  0 
59 Kabupaten Pemalang   Tidak ada  0 
60 Kabupaten Purbalingga   Ada  1 
61 Kabupaten Kebumen  Tidak ada  0 
62 Kabupaten Jepara   Ada  1 
63 Kabupaten Temanggung   Tidak ada  0 
64 Kabupaten Purworejo   Tidak ada  0 
65 Kabupaten Wonosobo   Tidak ada  0 
66 Kabupaten Cilacap   Ada  1 
67 Kabupaten Pati   Tidak ada  0 
68 Kabupaten Grobogan   Tidak ada  0 
69 Kabupaten Wonogiri  Tidak ada  0 
70 Kabupaten Blora   Ada  1 
71 Kabupaten Surakarta   Ada  1 
72 Kota Pekalongan   Tidak ada  0 
73 Kota Magelang   Tidak ada  0 
74 Kota Salatiga  Tidak ada  0 
75 Kota Surabaya  Ada  1 
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76 Kabupaten Gresik  Ada  1 
77 Kabupaten Mojokerto   Tidak ada  0 
78 Kabupaten Jombang   Tidak ada  0 
79 Kabupaten Bojonegoro  Tidak ada  0 
80 Kabupaten Lamongan  Tidak ada  0 
81 Kabupaten Ponorogo   Tidak ada  0 
82 Kabupaten Pacitan   Tidak ada  0 
83 Kabupaten Malang  Ada  1 
84 Kabupaten Probolinggo  Ada  1 
85 Kabupaten Lumajang  Tidak ada  0 
86 Kabupaten Situbondo   Tidak ada  0 
87 Kabupaten Pamekasan   Ada  1 
88 Kabupaten Sumenep   Ada  1 
89 Kota Madiun   Tidak ada  0 
90 Kota Malang   Ada  1 
91 Kabupaten Bantul   Tidak ada  0 
92 Kota Tangerang  Ada  1 
93 Kabupaten Serang   Ada  1 
94 Kabupaten Lebak   Tidak ada  0 
95 Kota Bandung   Ada  1 
2016 
 
96 Kota Bogor  Tidak ada  0 
97 Kabupaten Karawang   Tidak ada  0 
98 Kabupaten Tasikmalaya   Ada  1 
99 Kabupaten Kuningan   Tidak ada  0 
100 Kabupaten Majalengka  Tidak ada  0 
101 Kota Bekasi   Tidak ada  0 
102 Kota Semarang  Ada  1 
103 Kabupaten Klaten   Tidak ada  0 
104 Kabupaten Sukoharjo   Tidak ada  0 
105 Kabupaten Kudus   Tidak ada  0 
106 Kabupaten Pemalang   Tidak ada  0 
107 Kabupaten Purbalingga   Ada  1 
108 Kabupaten Kebumen  Tidak ada  0 
109 Kabupaten Jepara   Ada  1 
110 Kabupaten Temanggung   Tidak ada  0 
111 Kabupaten Purworejo   Tidak ada  0 
112 Kabupaten Wonosobo   Tidak ada  0 
113 Kabupaten Cilacap   Ada  1 
114 Kabupaten Pati   Tidak ada  0 
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115 Kabupaten Grobogan   Tidak ada  0 
116 Kabupaten Wonogiri  Tidak ada  0 
117 Kabupaten Blora   Ada  1 
118 Kabupaten Surakarta   Ada  1 
119 Kota Pekalongan   Tidak ada  0 
120 Kota Magelang   Tidak ada  0 
121 Kota Salatiga  Tidak ada  0 
122 Kota Surabaya  Ada  1 
123 Kabupaten Gresik  Ada  1 
124 Kabupaten Mojokerto   Tidak ada  0 
125 Kabupaten Jombang   Tidak ada  0 
126 Kabupaten Bojonegoro  Tidak ada  0 
127 Kabupaten Lamongan  Tidak ada  0 
128 Kabupaten Ponorogo   Tidak ada  0 
129 Kabupaten Pacitan   Tidak ada  0 
130 Kabupaten Malang  Ada  1 
131 Kabupaten Probolinggo  Ada  1 
132 Kabupaten Lumajang  Tidak ada  0 
133 Kabupaten Situbondo   Tidak ada  0 
134 Kabupaten Pamekasan   Ada  1 
135 Kabupaten Sumenep   Ada  1 
136 Kota Madiun   Tidak ada  0 
137 Kota Malang   Ada  1 
138 Kabupaten Bantul   Tidak ada  0 
139 Kota Tangerang  Ada  1 
140 Kabupaten Serang   Ada  1 
141 Kabupaten Lebak   Tidak ada  0 
142 Kota Bandung   Ada  1 
2017 
143 Kota Bogor  Tidak ada  0 
144 Kabupaten Karawang   Tidak ada  0 
145 Kabupaten Tasikmalaya   Ada  1 
146 Kabupaten Kuningan   Tidak ada  0 
147 Kabupaten Majalengka  Tidak ada  0 
148 Kota Bekasi   Tidak ada  0 
149 Kota Semarang  Ada  1 
150 Kabupaten Klaten   Tidak ada  0 
151 Kabupaten Sukoharjo   Tidak ada  0 
152 Kabupaten Kudus   Tidak ada  0 
153 Kabupaten Pemalang   Tidak ada  0 
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154 Kabupaten Purbalingga   Ada  1 
155 Kabupaten Kebumen  Tidak ada  0 
156 Kabupaten Jepara   Ada  1 
157 Kabupaten Temanggung   Tidak ada  0 
158 Kabupaten Purworejo   Tidak ada  0 
159 Kabupaten Wonosobo   Tidak ada  0 
160 Kabupaten Cilacap   Ada  1 
161 Kabupaten Pati   Tidak ada  0 
162 Kabupaten Grobogan   Tidak ada  0 
163 Kabupaten Wonogiri  Tidak ada  0 
164 Kabupaten Blora   Ada  1 
165 Kabupaten Surakarta   Ada  1 
166 Kota Pekalongan   Tidak ada  0 
167 Kota Magelang   Tidak ada  0 
168 Kota Salatiga  Tidak ada  0 
169 Kota Surabaya  Ada  1 
170 Kabupaten Gresik  Ada  1 
171 Kabupaten Mojokerto   Tidak ada  0 
172 Kabupaten Jombang   Tidak ada  0 
173 Kabupaten Bojonegoro  Tidak ada  0 
174 Kabupaten Lamongan  Tidak ada  0 
175 Kabupaten Ponorogo   Tidak ada  0 
176 Kabupaten Pacitan   Tidak ada  0 
177 Kabupaten Malang  Ada  1 
178 Kabupaten Probolinggo  Ada  1 
179 Kabupaten Lumajang  Tidak ada  0 
180 Kabupaten Situbondo   Tidak ada  0 
181 Kabupaten Pamekasan   Ada  1 
182 Kabupaten Sumenep   Ada  1 
183 Kota Madiun   Tidak ada  0 
184 Kota Malang   Ada  1 
185 Kabupaten Bantul   Tidak ada  0 
186 Kota Tangerang  Ada  1 
187 Kabupaten Serang   Ada  1 
188 Kabupaten Lebak   Tidak ada  0 
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Lampiran 5 
Hasil Uji Regresi Logistik 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
IFR 188 .00 1.00 .8191 .38592 
Ln_POP 188 11.70 14.87 13.7540 .65962 
Ln_AGE 188 2.89 4.20 4.1246 .23802 
Ln_WEALTH 188 8.33 12.19 10.3740 .73330 
TRANS 188 .00 1.00 .3617 .48178 
Valid N (listwise) 188     
 
Hasil Uji Goodness of Fit 
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 
1 4.908 8 .767 
 
2 Log Likelihood Awal (Block Number 0) 
Iteration Historya,b,c 
Iteration -2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant 
Step 0 
1 179.330 1.277 
2 177.735 1.495 
3 177.728 1.511 
4 177.728 1.511 
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 177.728 
c. Estimation terminated at iteration number 4 
because parameter estimates changed by less 
than .001. 
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-2 Log Likelihood Akhir (Block Number 1) 
Iteration Historya,b,c,d 
Iteration -2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant Ln_POP Ln_AGE Ln_WEALTH TRANS 
Step 1 
1 163.157 14.555 -.755 -.848 .049 .264 
2 150.721 28.289 -1.617 -1.693 .237 .474 
3 146.699 40.703 -2.454 -2.428 .473 .673 
4 146.267 46.260 -2.825 -2.754 .572 .781 
5 146.263 46.905 -2.868 -2.791 .582 .795 
6 146.263 46.912 -2.868 -2.791 .582 .796 
7 146.263 46.912 -2.868 -2.791 .582 .796 
a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 177.728 
d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less 
than .001. 
 
Uji Cox and Snell’s R Square dan Nagellkerke’s R Square 
 
Model Summary 
Step -2 Log 
likelihood 
Cox & Snell R 
Square 
Nagelkerke R 
Square 
1 146.263a .154 .252 
a. Estimation terminated at iteration number 7 because 
parameter estimates changed by less than .001. 
 
Tabel Matrik Klasifikasi 
Classification Tablea 
 Observed Predicted 
 IFR Percentage 
Correct  .00 1.00 
Step 1 
IFR 
.00 3 31 8.8 
1.00 5 149 96.8 
Overall Percentage   80.9 
a. The cut value is .500 
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Tabel Uji Ketepatan Model 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square df Sig. 
Step 1 
Step 31.466 4 .000 
Block 31.466 4 .000 
Model 31.466 4 .000 
 
Hasil Uji Regresi Logistik 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 
Lower Upper 
Step 1a 
Ln_POP -2.868 .694 17.066 1 .000 .057 .015 .221 
Ln_AGE -2.791 1.360 4.213 1 .040 .061 .004 .882 
Ln_WEA
LTH 
.582 .319 3.326 1 .068 1.790 .957 3.348 
TRANS .796 .515 2.385 1 .122 2.216 .807 6.082 
Constant 46.912 11.969 15.363 1 .000 2.364   
a. Variable(s) entered on step 1: Ln_POP, Ln_AGE, Ln_WEALTH, TRANS. 
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